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َ
ِّۗ وَمَنْ كِخّل ّ

حَق 
ْ
ا ةّال

َّ
ِ اّل مَ اللّٰه تّيْ حَرَّ

َّ
فْسَ ال يا النَّ

ِ
ا حَلْخِل

َ
وَل

لَخْلِّّۗ 
ْ
ى ال ّ

ا يِسْرّفْ ف 
َ
طٰنًا فَل

ْ
هٖ سِل نَا لّيَلّي ّ

ْ
يْمًا فَلَدْ جَػَل

ِ
مَظْل

انَ مَنْصِيْرًا 
َ
 ٣٣اّنَّهٗ ك

 

 "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 

membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan 

barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah 

memberi kekuasan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu 

melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah 

orang yang mendapat pertolongan." 

QS.17 [Al-Isra']: 33 
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 .ditulis dengan ar-ru‟yah الرؤيت
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ABSTRAK 

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur menyalahi aturan undang-undang. Pembunuhan 

bentuk kejahatan yang dapat dilihat dari ancaman hukuman 

pidana. Salahh satunya adalah pembunuhan berencana yang 

terdapat pada Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dapat dikategorikan 

sesuai dengan niat pelaku. hukuman yang didapat adalah 

hukuman terberat yaitu hukuman penjara seumur hidup atau 

hukuman mati. lalu bagaimana jika anak melakukan pembunuhan 

berencana, oleh karenanya, adapun rumusan masalah sebagai 

berikut: 1. Bagaimana pengaturan norma hukum positif terhadap 

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak? 2. 

Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

pembunuhan  yang dilakukan oleh anak? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

dengan metode library research. Sumber data berasal dari 

perpustakaan yang penulis analisiskan menggunakan pengaturan 

hukum poditif dan hukum pidana Islam. 

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, tindak 

pidana pembunuhan berencana dihukum dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling lama 20 

dua puluh tahun. Akan tetapi pelakunya merupakan anak dibawah 

umur yaitu berusia 15 tahun maka, penjatuhan  pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 satu perdua 

dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.  

Kedua, dalam hukum pidana Islam, hanya seorang mukallaf yang 

bisa dihukum akan tetapi menurut Mazhab Imam Syafi‟i apabila 

seorang anak yang telah berumur 15 tahun sudah bisa dikataan 

sebagai mukallaf atau sudah dewasa Hukuman yang dijatuhkan 

menurut Ulama Hanafiyah adalah qisāṣ. Ulama Safi‟iyah 

memberi pendapat bahwasanya selain qisāṣ ada tambahan 

hukuman juga yaitu pelaku pembunuhan juga wajib membayar 

kifarat denggan berpuasa. Hukuman penggantinya yang lain 

adalah diāt dan ta‟zīr.  

Kata kunci: Hukum positif, hukum pidana Islam, 

pembunuhan dan anak 
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ABSTRACT 

The crime of murder committed by a minor violates the 

law. Murder is a form of crime that can be seen from the threat of 

criminal punishment. One of them is premeditated murder which 

is contained in Article 340 of the Criminal Code. Murder can be 

categorized according to the perpetrator's intent. The punishment 

obtained is the heaviest punishment, namely life imprisonment or 

the death penalty. So what if a child commits premeditated 

murder, therefore, the problem formulation is as follows: 1. How 

do positive legal norms regulate the criminal act of murder 

committed by a child? 2. What is the analysis of Islamic criminal 

law regarding the crime of murder committed by children? 

This type of research is normative legal research using 

the library research method. The data source comes from the 

library which the author analyzes using positive law settings and 

Islamic criminal law. 

This research concludes two things. First, the crime of 

premeditated murder is punished with the death penalty or life 

imprisonment or a maximum imprisonment of 20 or twenty years. 

However, the perpetrator is a minor, namely 15 years old, so the 

prison sentence that can be imposed on a child is a maximum of 

1/2 and one-half of the maximum prison sentence for an adult. 

Second, in Islamic criminal law, only amukallaf can be punished, 

but according to the Imam Syafi'i School, if a child is 15 years 

old, he can be said to be amukallaf or an adult. The punishment 

imposed according to the Hanafiyah Ulama is qisāṣ. Safi'iyah 

scholars give the opinion that apart from qisāṣ there is also an 

additional punishment, namely that the perpetrator of murder is 

also obliged to pay kifarat by fasting. Other alternative 

punishments are diāt and ta'zīr. 

Key words: Positive law, Islamic criminal law, murder and 

children  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembunuhan  merupakan kejahatan yang 

tidak manusiawi. Perbuatan menghilangkan nyawa 

orang lain tersebut  dapat lakukan dengan sengaja 

maupun tidak sengaja. Pembunuhan yang dilakukan 

dengan sengaja bisa dibilang  pembunuhan dengan 

rencana moord atau disingkat pembunuhan berencana. 

Pembunuhan tersebut merupakan jenis yang paling 

berat ancaman pidananya.
1
 Delik pembunuhan 

berencana berdiri sendiri dalam Undang-undang 

terdapat pada Pasal 340 KUHP.  

Bunuh, membunuh atau pembunuhan 

menurut KBBI adalah menghilangkan, menghabisi 

atau mencabut nyawa.
2
  Pembunuhan dilakukan oleh 

seorang pembunuh yang melakukan kegiatan 

menghilangkan nyawa orang lain. Pasal pembunuhan 

biasa terdapat dalam Pasal 338 KUHP sebagai 

                                                
1 Asnawi Nugraha,  Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di 

Persidangan, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran ” Jawa Timur, 2012),1 
2 Digital Ocean, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi 

Online/Daring (Dalam Jaringan)”, https://kbbi.web.id/ , diakses 16 mei 

2023  

https://kbbi.web.id/
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berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas 

nyawa orang lain diancam karena pembunuhan 

dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun”. 

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka 

unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai 

berikut: 

1. Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja. 

2. Unsur objektif perbuatan menghilangkan nyawa 

dari orang lain.
3
 

Pembunuhan dalam hukum Islam yaitu 

perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa atau 

jiwa. Dapat diartikan juga sebagai perbuatan 

seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan 

atau hayat.  Melakukan perbuatan pembunuhan al-

qatl merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam 

syariat Islam. Dalam hukum pidana Islam, 

pembunuhan termasuk dalam kategori jarīmah qisāṣ 

diāt. Ada tiga jenis pembunuhan yaitu: pembunuhan 

sengaja, pembunuhan karena kesalahan dan tidak 

sengaja.  

                                                
3 Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak 

Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, Lex 

Crimen Vol. VIII/No.11, November 2019,92 
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 Larangan pembunuhan ini didasarkan pada 

beberapa keterangan nash Al Qur‟an di bawah ini: 

1. Surah Al-Isra‟ 17 Ayat 33 

يا النَّ 
ِ
ا حَلْخِل

َ
ا وَل

َّ
ِ اّل مَ اللّٰه تّيْ حَرَّ

َّ
فْسَ ال

نَا 
ْ
يْمًا فَلَدْ جَػَل

ِ
 مَظْل

َ
ِّۗ وَمَنْ كِخّل ّ

حَق 
ْ
ةّال

لَخْلِّّۗ اّنَّهٗ 
ْ
ى ال ّ

ا يِسْرّفْ ف 
َ
طٰنًا فَل

ْ
هٖ سِل لّيَلّي ّ

انَ مَنْصِيْرًا 
َ
  ٣٣ك

 

Atinya: "Dan janganlah kamu membunuh 

orang yang diharamkan Allah membunuhnya, 

kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan 

barang siapa dibunuh secara zalim, maka 

sungguh, Kami telah memberi kekuasan 

kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu 

melampaui batas dalam pembunuhan. 

Sesungguhnya dia adalah orang yang 

mendapat pertolongan."(QS.17 [Al-Isra']: 33) 
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2. Surah Al-Ma‟idah 5 Ayat 32 

نَّهٗ 
َ
 ا
َ
ى ةَجّي ْ اّسْرَاۤءّيْل

ٰ
تَتْنَا عَل

َ
جْلّ ذٰلّكَۛ  ك

َ
مّنْ ا

وْ فَسَادٍ فّى 
َ
 نَفْسًاۢ ةّغَيْدّ نَفْسٍ ا

َ
مَنْ كَخَل

 النَّاسَ جَمّيْػًاِّۗ وَمَنْ 
َ
نَّمَا كَخَل

َ
رْضّ فَكَا

َ
ا
ْ
ال

لَدْ 
َ
حْيَا النَّاسَ جَمّيْػًا ِّۗوَل

َ
نَّمَا  ا

َ
حْيَاوَا فَكَا

َ
ا

ثّيْدًا جَاۤءَتْهِمْ رِ 
َ
نٰجّ ثِمَّ اّنَّ ك بَي ّ

ْ
نَا ةّال

ِ
سِل

مِسْرّفِيْنَ 
َ
رْضّ ل

َ
ا
ْ
نْىِمْ ةَػْدَ ذٰلّكَ فّى ال  ٣٢م ّ

 "Oleh karena itu, Kami tetapkan suatu 

hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa 

membunuh seseorang, bukan karena orang 

itu membunuh orang lain, atau bukan karena 

berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-

akan dia telah membunuh semua manusia. 



5 

 

 
 

Barang siapa memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seakan-akan dia telah 

memelihara kehidupan semua manusia. 

Sesungguhnya rasul Kami telah datang 

kepada mereka dengan membawa 

keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi 

kemudian banyak di antara mereka setelah itu 

melampaui batas di bumi."(QS.5 [Al-

Ma'idah]:32) 

Kata 'tindak pidana' di dalan pembentukan 

undang-undang dikenal sebagai Strafbaar Feit.  

Dalam Bahasa Belanda, perkataan feit berarti 

"sebagian dari suatu kenyataan " atau Een gedeelte 

van werkelijkheid. Sedangkan Strafbaar berarti "dapat 

dihukum", sehingga secara  harfiah, perkataan 

Strafbaar Feit itu dapat diterjemahkan sebagai 

"Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". 

Sudah pasti diketahui bahwa yang sesuatu dapat 

dihukum adalah manusia  sebagai pribadi bukan 

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 
4
 

Penyebutan Strafbaar Feit dalam hukum 

pidana memiliki perbedaan di dalam bahasa 

Indonesia. Dalam bukunya, yang berjudul Azas-Azas 

                                                
4 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum 

Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 179 
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Hukum Pidana, Moeljatno menyebutkan bahwa 

Strafbaar Feit memiliki arti "perbuatan pidana". 

Sedangkan beberapa ahli hukum di Indonesia 

menyebut Strafbaar Feit adalah "tindak pidana". 

Sudah umum diketahui dalam beberapa undang-

undang yang berlaku pada saat ini, strafbaar feit 

disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai "tindak pidana".
5
  

 Tindak pidana pembunuhan sendiri dalam 

hukum positif merupakan bentuk kejahatan yang 

dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana. 

Pembunuhan berencana merupakan bentuk umum 

daripada jenis pembunuhan lain. Delik pembunuhan 

berencana berdiri sendiri dalam undang-undang 

terdapat pada Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dapat 

dikategorikan sesuai dengan niat pelaku. Pembunuhan 

tidak disengaja dapat diartikan bahwa pelaku tidak 

mempunyai niat untuk membunuh atau melukai 

korban yang dapat mengakibatkan korban sampai 

hilan nyawanya. Hal ini biasanya terjadi karena 

                                                
5 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan 

Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: 

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016),11 
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kelalian, sehingga ancaman hukumannya pun jauh 

lebih ringan daripada jenis pembunuhan lainnya.
6
 

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP 

baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang hukum pidana dengan jenis 

pembunuhan terdapat pada BAB XXI, mulai dari 

Pasal 485 sampai dengan Pasal 462. Pasal 458 Ayat 1 

tentang pebunuhan berbunyi “Setiap orang yang 

merampas nyawa orang lain, dipidana karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 

lima belas Tahun.” Tetapi hukuman akan berbeda jika 

pebunuhan terssebut diikuti atau didahului dengan 

suatu kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 458 

Ayat 3 sebagai berikut:   

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau 

didahului oleh suatu tindak pidana yang 

dilakukan dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah 

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri 

sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam 

hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan 

penguasaan barang yang diperolehnya secara 

melawan hukum, dipidana dengan pidana 

                                                
6  S.R Sianturi,  Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Alumni 

Ahaem Petehaem, 1996),28 
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penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling lama 20 dua puluh Tahun.”
7
 

 

Pasal 458 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 

menunjukan bahwa adanya indikasi pembunuuhan 

berencana. Pembunuhan berencana merupakan 

perbuatan yang memiliki unsur kejahatan 

menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan 

dengan adanya unsur sengaja untuk menghilangkan 

nyawa orang lain. Penyusunan metode, teknis, dan 

waktu dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya 

pembunuhan merupakan kegiatan yag menjuru 

kepada tindak pidana pembunuhan berencana. 

Hukuman yang didapat sesuai dengan Pasal 459 UU 

Nomor 1 Tahun 2023  yang berbunyi: 

 “Setiap orang yang dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana 

karena pembunuhan berencana, dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh 

Tahun”
8
 

 

                                                
7 Pasal 458 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana,159 
8 Pasal 458 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana,160 
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Pembunuhan berencana merupakan 

pembunuhan dengan hukuman terberat yang bisa 

mencapai hukuman mati. Hukuman mati merupakan 

salah satu pelanggaran hak asasi manusia, apalagi hal 

ini merupakan hukum yang dianut untuk memberi 

efek jera bagi pelaku, seharusnya tidak sampai 

melanggar hak asasi manusia. Pelaku dalam kasus ini 

merupakan anak, merupakan cikal bakal generasi 

muda yang memiliki kedudukan istimewa dan mulia 

yang harus diperlakukan secara manusiawi dan 

diberikan pendidikan serta pengajaran yang mumpuni 

agar anak tersebut kelak akan mempunyai rasa 

tanggung jawab dalam segala aspek dalam hidupnya. 

Dalam hal ini, anak tidak bisa lari dari adanya 

perbuatan yang dapat merugikan orang lain, bahkan 

dapat juga melanggar hukum, termasuk tindak pidana. 

Tindakan yang demikian juga dapat dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi atau mendorong anak untuk 

melakukan hal tersebut.
9
 

                                                
9 Masyhur, Tinjauan Yuridis “Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan 

oleh Anak”, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, 

September 2018, 9 
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Terdapat faktor penyebab anak melakukan 

tindakan yang merugikan maupun melanggar hukum. 

Pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan 

tempat tumbuh anak, di mana Lingkungan 

keluargalah yang membentuk pola pikir anak. Kedua,  

faktor pendidikan dan sekolah. Sekolah merupakan 

tempat pembinaan karakter anak yang merupakan 

lingkungan kedua dalam pembentukan pola pikir. 

Kietiga, pergaulan anak. Anak wajib bersosialisasi 

sejak dini, tetapi orangtua dan lingkungan sekitar juga 

harus mengawasi pergaulan anak. Takut akan hal 

negatif yang dibawa anak dari lingkungan sekitar ke 

pergaulannya, ataupun sebaliknya. Keempat,  faktor 

pengaruh media massa. Pengaruh perkembangan 

teknologi, mempermudahkan anak dalam mengakses 

media yang diinginkan. Faktor media inilah yang 

mempengaruhi anak untuk ikut terjun ke hal negatif 

bila lingkungan keluarga tidak mengawasi.
10

  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, 

bahwasannya menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

                                                
10 Wagiati Soetodjo,  Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 

2006),20-25 
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bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

delapan belas Tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.
11

 Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut 

sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu 

anak yang telah berumur 12 dua belas Tahun, tetapi 

belum berumur 18 delapan belas Tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Pada umumnya, anak yang 

dalam rentang umur 12 Tahun sampai 17 Tahun, 

sebagaimana definisi undang-undang tersebut, 

sejatinya sudah mampu berpikir rasional dan  logis, 

sudah mampu membedakan mana yang benar dan 

mana yang salah, seiring dengan masa akil balik 

mereka, sehingga apabila berkonflik dengan hukum 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu 

dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. 

Apabila anak tersangkut masalah, sebisa mungkin 

untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan 

melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa 

terkecuali.  

                                                
11 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan 

Anak 



12 

 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik 

untuk mengkaji “Analisis  Hukum Positif dan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 

yang Dilakukan oleh Anak" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di 

atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap 

tindak pidana pembunuhan  yang dilakukan oleh 

anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui analisis hukum positif terhadap 

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 

anak  
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2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap 

tindak pidana pembunuhan  yang dilakukan oleh 

anak 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang menjadi 

fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin 

dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

   Hasil dari penelitian ini diharapkannya dapat 

menambah wawasan ilmu bagi yang membaca dan 

khususnya bagi penulisnya untuk pengembangan ilmu 

hukum di dalam pembahasan yang menyangkut 

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak 

manfaat teoritis. 

   Manfaat  lainnya yakni hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi pokok ide sumbang aparatur 

penegak hukum. Ladang pemikiran yang membuka 

wawasan bahwasanya dalam penelitian ini membuka 

paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam 

memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat 
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melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, 

manusiawi, dan berkeadilan, khususnya dalam 

perkara tindak pidana oleh anak.  

E. Telaah  Pustaka 

  Demi mendukung penulisan yang lebih 

komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal 

terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan 

topik yang akan diteliti. Sebenarnya sudah ada banyak 

yang membahas tentang pandangan dari hukum 

positif serta hukum Islam mengenai tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Adapun 

penelitian terdahulu sebagai berikut: 

a. Skripsi karya Iqbal Aji Ramdani, yang berjudul 

“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan  

yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur 

Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia Studi 

Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus 

Anak/2016/PN.Mtr, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram, 2020. Penelitian ini 

meninjau bahwasannya pada Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan 

bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh 
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anak sebelum genap berumur 18 tahun dan 

diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang 

bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, 

tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke 

sidang. Dalam penelitiannya, juga menyebutkan 

terdapat sistem peradilan pidana anak dalam 

undang-undang yang baru istilah “keadilan 

restoratif” yang berarti penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
12

 

b. Jurnal karya Masyhur yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis  Tindak Pidana Pembunuhan Yang 

Dilakukan Oleh Anak”, Fakultas Hukum 

Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, 

September 2018. Menyebutkan bahwa dalam 

penanggulangan upaya hukum tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. Setidaknya, hakim harus 

                                                
12 Iqbal Aji Ramdani,  Sansi Pidana Terghadap Pelaku Pembunuhan  yang 

Dilakukan dleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak di 

Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr), 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020,36 
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melihat faktor yang mempengaruhi serta adanya 

upaya preventif dan upaya represif. Upaya 

preventif dapat dilakukan dengan memberi 

pengarahan, pembekalan agama, pendidikan 

hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak 

mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, 

lingkungan, pemerintah, serta masyarakkat, 

dengan demikian anak akan memahami dan 

mengetahui perilaku yang baik. Sedangkan upaya 

represif yang dapat dilakukan dengan 

memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana 

sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan.
13

 

c. Jurnal Karya prasetio dkk yang berjudul "Tinjauan 

Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang 

Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online 

Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang." 

Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula 

KIMU Klaster Hukum  2021. Penelitian ini 

                                                
13 Masyhur,Tinjauan Yuridis  Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan 

oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, 

September 2018,14 
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menegaskan bahwa tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh anak dapat dihukum seumur 

hidup atau maksimal 20 tahun penjara, jika sesuai 

dengan Pasal 339 KUHP tapi anak tidak bisa 

dihukum 20 tahun penjara atau seumur hidup 

karena hal ini sudah diatur dalam Undang-

Undang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh 

Anak. "Semua jeratan pasal yang menghukum 

anak di bawah umur tidak boleh lebih dari 20 

tahun penjara", dalam sistem peradilan pidana 

anak bahwa terhadap anak adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak 

pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum 

adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun 

tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi 

korban adalah anak yang belum berumur 18 

delapan belas tahun yang mengalami penderitaan 

fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan tindak pidana anak yang menjadi 
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saksi adalah anak yang belum berumur 18 

delapan belas tahun yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan proses hukum mulai 

tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal 

Tindak Pidana dilakukan oleh anak sebelum 

genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang 

pengadilan setelah anak melampaui batas umur 

18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun 

anak tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 

tahun melakukan atau diduga melakukan tindak 

pidana, maka penyidik, pembimbing 

kemasyarakkatan, mengambil keputusan untuk 

menyerahkanan kepada orang tua/wali atau 

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 

pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial. Kalau 

dalam perkara dewasa usia 18 tahun ke atas setiap 
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tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi 

orang tua/wali namun dalam perkara anak 

berhadapan hukum perlu didampingi orang 

tua/wali.
14

 

d. Jurnal karya Mahendra Dkk yang berjudul 

"Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam 

Perspektif Hukum Islam" Prosiding Seminar 

Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 2022. 

Penelitian  ini meninjau bahwasannya dikatakan 

dalam Islam, orang yang melakukan pembunuhan 

dengan sengaja diganjar dengan hukuman qis±¡. 

Hukuman  ini tidak terbatas pada kelompok 

tertentu seperti laki-laki saja atau perempuan saja. 

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, 

anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan 

penyelesaiannya biasa menggunakan metode 

restorative justice. Nyaris  tidak pernah ditemui 

adanya pidana mati pada anak dalam sejarah 

peradilan tanah air. Restorative justice terlihat 

                                                
14 Prasetio, Arif, and Achmad Sulchan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi 

Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)." Prosiding Konstelasi Ilmiah 

Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum  (2021),748 
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juga dalam pidana Islam, nampak ketentuan 

hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan 

baik dalam penjatuhan hukuman berupa qis±¡. 

dihukum mati, di±t membayar denda atau ta'zir 

ta‟z³r hukuman dari pengadilan bersifat alternatif 

bukan kumulatif di mana konsep ini merupakan 

alternatif yang mampu mengakomodasi 

kepentingan pelaku dan keluarga korban. 

Sehingga dengan hadirnya restorative justice ini 

diharapkan bisa menjadi jalan tengah yang 

menjembatani pihak yang terlibat di dalamnya.
15

 

e. Jurnal Karya Muharram dkk yang berjudul . 

"Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak 

yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; 

Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan 

Positif." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab Dan Hukum  vol. 2 No. 3, 

September 2021. Menyebutkan bahwa 

pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah 

pembeban terhadap seseorang atas sesuatu 

                                                
15 Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah, Penegakan Hukum 

terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam 

Perspektif Hukum Islam, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu 

Hukum, 2022,99 
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perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan 

dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari 

perbuatannya itu. Pelaku tindak pidana dapat 

dibebani pertanggungjawaban Pidana apabila 

memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, 

dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan 

pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan 

tersebut. Sanksi atau hukuman dalam pidana 

Islam disebut iqab bentuk singularnya sedangkan 

bentuk pluralnya adalah uqūbah yang memiliki 

arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.
16

 

Lima hasil penelitian di antaranya empat 

bentuk jurnal dan satu bentuk skripsi. Semua hasil 

penelitian terdahulu tersebut mengkaji mengenai 

pandangan dari hukum positif serta hukum Islam 

mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

oleh Anak. Walaupun dari riset tersebut tidak 

semuanya mengkaji dari pandangan hukum positif 

dan hukum Islam. Perbedaan antara skripsi karya 

                                                
16 Muharram, Andril, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif. 

"Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak 

Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan 

Positif." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan 

Hukum  vol. 2 No. 3, September 2021, .724 
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iqbal, jurnal karya Mashyur dan Jurnal karya Prasetio 

hanya mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi anak dalam melakukan tindakan dan 

kebijakan undang-undang mengenai mengenai tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari 

segi hukum positif Indonesia saja sedangkan dalam 

penelitian ini terdapat pandangan dari sisi hukum 

positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian dari 

Mahendra dan kawan-kawan serta Muharram dan 

kawan-kawan yang membahas tentang tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini membahas 

pandangan dari hukum Islam tentang sanksi dan 

pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Keduanya 

juga sama-sama memiliki perbedaan pada tidak 

mencakup semuanya aspek yang akan penulis teliti, 

yaitu hukum positif dan hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

normatif. Merupakan studi dokumen yang 

mengginakan sumber bahan hukum berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan, teori 
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hukum dan pendapat para ahli.
17

 Fokus penelitian 

ini adalah menelusuri literatur yang berkaitan 

dengan kajian pembahasan hukum positif serta 

hukum Islam yang khususnya yang bersangkutan 

dengan Tindak Pidana pembunuhan yang 

dilakukan oleh anak. Menurut Peter Mahmud 

Marzuki penelitian yang menggunkan hukum 

legal research selalu penelitian normatif.
18

  

Pendekatan penelitian penulis kali ini 

menggunakan metode yuridis normatif doctrinal 

yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan 

mengacu sumber-sumber hukum Islam yang 

berhubungan dengan yang dikaji. Lalu penelitian 

dikaji menggunakan teknik deskriptif yaitu 

dengan menggambarkan data secara apa adanya.
19

 

Maksud dari apa adanya disini yakni tanpa 

adanya campur tangan peneliti berupa 

mengurangi ataupun penambahan data. Namun 

bukan berarti tanpa interpretasi, akan tetapi hanya 

hal itu dilakukan ketika analisis data. 

                                                
17  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University 

Press, 2020),45 
18  Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada 

Group, 2011),35 
19  Tajul Arifin, Metode Penelitian, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008),119 
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2. Sumber Data  

Sumber data tergantung pada penelitian yang 

kita cari. Penelitian penelitian ini sendiri ditulis 

dengan mengambil dari data secara literal, secara 

literal sendiri berarti dokumen yang dituls, 

dicetak, digambar, maupun di rekap ulang. 

Dokumennya sendiri beruka buku, jurnal, 

pendapat para ahli, penelitian terdahulu, serta 

ensikopledia yang lain. Data di atas merupakan 

gambaran yang jelas posisi teori yang di lihat dari 

kesetaraannya. Teori tentang pembunuhan yang 

dilakukan oleh anaklah yang jadi acuan kunci 

dasar pencarian sumber data. 

Sumber data yang digunakan disini berupa 

sumberdata sekunder. Penelitian ini berjenis 

normatif, wujud penelitianannya bukan berupa 

grafik atau angka  melainkan sebuah informasi 

yang dapat diakses berupa kata-kata yang disebut 

data kualitatif. Data sekunder penelitian ini di 

peroleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut 

meliputu tiga bahan hukum yaitu: 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum premier terdiri atas 

perundang- undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan- putusan hakim.
20

 

Selain itu bahan-bahan primer juga bisa 

diartikan semua aturan hukum yang dibentuk 

dan dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga 

negara, atau badan-badan pemerintahan, yang 

demi  tegaknya akan diupayakan berdasarkan 

daya yang dilakukan secara resmi oleh aparat 

negara.
21

 Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang digunakan adalah:  

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Undang-undang Hukum Pidana; 

3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  

4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

                                                
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada 

media, 2005), 178 
21 Sotandyo Wingnjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode (Malang: Setara 

Press, 2013), 5 
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23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak;  

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-

bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, dapat berupa:  

1) Bahan literatur perpustakaan berupa 

buku-buku; 

2) Jurnal-jurnal hukum; dan  

3) Al-Qur‟an dan Ḥadīs; 

c. Bahan hukum tersier 

Berupa komplementer untuk bahan 

hukum sekunder dan tersier contohnya berita 

yang terkait pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak ,Kamus  Besar Bahasa Indonesia 

KBBI, Kamus Hukum Black‟s Law 

Dictionary, Indeks dan Bibliografi.
22

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan bentuk penelitiannya di mana 

kajian pustaka library research, maka penelitian 

                                                
22 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, 

Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216. 
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ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dengan cara mempelajari teori-teori dan 

memahami isi didalamnya dari berbagai litelatur 

yang berhubungan dengan penelitian. 

Pengumpulan data dapat dicari dari berbagai 

sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset 

terdahulu. 

 Agar dapat mendukung prosisi dan gagasan, 

bahan pustaka yangdidapat harus dianalisis secara 

kritis dan mendalam dari beberapa refrensi. 

Terdapat empat tahap dalam studi pustaka yang 

dilakukan yaitu menyiapkan perlengkapan alat 

yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, 

mengorganisasikan waktu dan membaca serta 

mencatat bahan penelitian. Berbagai refrensi yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti harus 

dipilih secara mendalam terkait sumber data 

kepustakaan yang relevan dengan masalah yang 

digunakan.
23

 

 

                                                
23 Muhammad Rijal Fadli,  "Memahami desain metode penelitian 

kualitatif."  Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21. No. 1. 

(2021), 33 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif yang di mana analisis ini 

dibarengi dengan pola pikir deduktif. Deskriptif 

analisis adalah teknik analisis yang menggunakan 

cara memaparkan serta memperjelaskan data apa 

adanya. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang 

berasal dari variabel yang bersifat umum.  

G. Siatematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika pembahasan 

skripsi ini akan diuraikan kedalam 5 lima bab, 

masing-masing bab membahas persoalan sendiri. 

Akan tetapi antara bab yang satu dengan yang 

lainnya selalu mempunyai sinergitas 

pembahasan, artinya bab satu dengan bab lainnya 

mempunyai korelasi arah pembahasan yang 

terkait dan terstruktur. Antara lain secara global 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan pada bab ini berisikan 

arahan penelitian secara menyeluruh yang mana 

mengarah pada pandangan umum yang diteliti 

guna mengetahui jawaban dari rumusan masalah, 

bab ini terdiri dari 7 tujuh sub bab yaitu latar 
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belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, serta yang terakhir adalah 

sistematika penulisan. 

Bab II Menguraikan teori atau  konsep 

umum dalam hukum positif dengan meninjau 

tindak pidana  pembunuhan,  dasar hukum 

pembunuhan, sanksi tindak pidana pembunuhan 

baik untuk pelaku dewasa maupun anak dibawah 

umur. Dalam Hukum Pidana Islam memuat 

pengertian pembunuhan, dasar hukum 

pembunuhan,  macam-macam pembunuha, sanksi 

Tindak Pidana pembunuhan dalam  Hukum 

Pidana Islam. Menguraikan juga konsep umum 

anak dalam hukum positif dan hukum Islam 

Bab III Menguraikan data dengan 

melihat jumlah anak yang berhadapan dengan 

hukum terutama sebagai pelaku dalam tindak 

pidana pembunuhan di indonesia dan contoh 

kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak.  

Bab IV Analisis Hukum Positif  Dan 
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Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 

Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. Bab 

ini berisi mengenai jawaban atas rumusan 

masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini 

mengkaji dan menganalisis hukum posif 

Indonesia serta bagaimana menurut hukum 

Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh anak  

Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir 

dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan 

diuraikan mengenai simpulan dan saran untuk 

pengembangan ilmu hukum yang dapat 

digunakan oleh praktisi dan masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PENGERTIAN 

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM 

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA 

KONSEP ANAK DALAM RANAH HUKUM 

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Hukum  pidana dalam bahasa Belanda 

memiliki istilah yang berasal dari kata “strafreicht”, 

“straf”  yang berarti pidana dan ”recht” yang berarti 

hukum. Pengertian kata "recht" memiliki makna 

objektif dan subjektif. Recht objektif diartikan dalam 

bahasa Indonesia adalah "hukum". Recht  atau "hak" 

dalam arti subjektif sama dengan strafrecht yang 

berarti "hak negara untuk memidana atau 

menjatuhkan pidana pemidanaan apabila larangan 

atau keharusannya untuk bertindak laku dilanggar." 

Strafrecht dalam arti objektif adalah "segala larangan 

dan keharusan apabila dilanggar diancam Pidana oleh 

undang-undang. Selain hal tersebut, hukum 
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pidanadalam arti objektif ini juga mengatur syarakt-

syarakt kapan pidana itu dijatuhkan".
1
 

Tindak pidana dalam bahasa Belanda berasal 

dari kata “strafbaarfeit “terdiri dari tiga kata, yakni 

straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan 

pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau 

boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan.
2
 Strafbaarfeit memiliki 

istilah lain yaitu "delict/delik". Dalam 

pemahaman  tindak pidana tersebut, beberapa ahli 

menyebutkannya sebagai perbuatan pidana atau 

perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana.
3
 

Berikut pengertian tindak pidana menurut para ahli:  

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian 

pidana. Penggunaan istilah tindak pidana karena 

sudah sering digunakan dalam pembentukan undang-

undang dan biasa diterima oleh masyarakkat. 

Sedangkan Utrecht menyebutkan bahwa tindak 

                                                
1 Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, Hukum Pidana, (Malang: Setara 

Press, Cetakan Kedua, 2016),1 
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo,2007),. 69 
3 Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, Hukum Pidana,. 58 
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pidana adalah suatau peristiwa hukum atau peristiwa 

kemasyarakkatan yang membawa akibat yang diatur 

oleh hukum. Menggunakan istilah tindak pidana 

sebagai peristiwa pidana dengan alasan peristiwa itu 

meliputi suatu perbuatan handelen atau doen-positive 

atau suatu melainkan verzuim atau nalaten, niet-doen-

negative maupun akibatnya.
4
 

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan 

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Mengistilahkan tindak pidana sebagai perbuatan 

pidana dengan alasan yang sangat luas. Menurut 

beliau, perbuatan ialah suatu keadaan yang dibuat 

oleh seseorang atau barang sesuatau yang dilakukan. 

Perbuatan ini menunjuk pada akibat perbuatannya 

maupun sesuatu yang menyebabkan akibat. Dalam 

artian lain beliau menggunakan kata perbuatan 

sebagai pengertian abstrak yang merujuk pada dua 

keadaan konkret.
5
 

                                                
4 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),39 
5 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002),  

54-55 
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2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 

Istilah pembunuhan menurut KUHP sendiri 

adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. 

Dianggap sebagai delik material apabila pelaku 

melakukan delik tersebut dengan timbulnya akibat 

yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-

undang.
6
 Secara umum pembunuhan diartikan sebagai 

penghilangan nyawa orang lain. Menurut kamus 

Besar Bahasa Indonesia KBBI  bunuh, membunuh, 

pembunuhan dapat diartikan sebagai  menghilangkan, 

menghabisi atau mencabut nyawa.
7
  

Secara etimologinya, pembunuhan berasal 

dari kata “bunuh” yang memiliki arti mematikan, 

menghapuskan mencoret tulisan atau memadamkan 

api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan, 

"sedangkan yang dibunuh adalah orang yang 

dihilangkan nyawanya atau orang yang meninggal 

dunia mati.. pembunuhan ini merupakan bentuk 

                                                
6 Halawa, Martius, Munawair, Zaini, dan Hidayani, Sri,  Penerapan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyaa 

Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp), 

JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2(1) 2020,10 
7 Digital Ocean, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi 

Online/Daring (Dalam Jaringan)”, https://kbbi.web.id/ , diakses 16 mei 

2023  

https://kbbi.web.id/
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pokok dari penghilangan nyawa dengan demikian, 

pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa 

seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian 

proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu 

semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan 

tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut 

secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku 

pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, 

yang turut melakukan perbuatan yang membujuk 

supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang 

membantu perbuatan tersebut, mereka semua 

termasuk pelaku dalam suatu Tindak Pidana.
8
 

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan 

Pembentuk undang-undang Indonesia telah 

menerjemahkan perkataan strafbaarfeit sebagai tindak 

pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan 

mengenai yang dimaksud dengan perkataan 

                                                
8 Poerwadarminta, WJ5,, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:  Balai 

Pustaka, 1986),402 
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strafbaarfeit tersebut.
9
 Dasar hukum tindak pidana 

pembunuhan dalam hukum postif terdapat pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan-

ketentuan pidana tentang kejahartan menghilangkan 

nyawa orang lain terdapat pada KUHP  buku ke II bab 

XIX yang terdiri dari 13 Pasal dan diawali dari Pasal 

338 yang berbunyi: 

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang 

lain, diancam, karena pembunuhan, dengan 

pidana pemjara paling lama lima belas 

Tahun”
10

 

 

Pasal 338 dianggap dasar karena dalam Pasal 

tersebut tidak ada unsur yang memberatkan ataupun 

meringankan. Kejahatan ini dinamakan "mahar mati" 

atau pembunuhan doodslag.
11

  

Sebagai perbandingan, tindak pidana 

pembunuhan dalam KUHP baru yaitu UU Nomor 1 

Tahun 2023 dengan jenis pembunuhan terdapat pada 

BAB XXI mulai dari Pasal 458 sampai dengan Pasal 

                                                
9Tri Andriman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum 

Hukum Pidana Indonesia, (Universitas,2009),5 
10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338 
11 Mandagie, Anselmus SJ, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan 

yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Crimen 

Vol. IX/No. 2, 2020,55 



37 

 

 
 

462. Pasal 458 Ayat 1 tentang pembunuhan yang 

berbunyi: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang 

lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana 

penjara paling lama 15 lima belas Tahun.” Tetapi 

hukuman akan berbeda jika pembunuhan tersebut 

diikuti atau didahului dengan suatu kegiatan seperti 

yang disebutkan pada Pasal 458 Ayat 3 yang 

berbunyi: 

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau 

didahului oleh suatu Tindak Pidana yang 

dilakukan dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah 

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri 

sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam 

hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan 

penguasaan barang yang diperolehnya secara 

melawan hukum, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling lama 20 dua puluh tahun.”.
12

 

 

Dasar hukum lain yang sama dengan 

pembahasan pembunuhan yang dilakukan oleh anak 

pasati merujuk pada anak yang berhadapan atau 

berkonflik dengan hukum. Sebagaiman yang 

disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 11 

                                                
12 UU Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 

458 Ayat (1) 
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Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang 

berbunyi:  

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah yang telah 

berumur 12 dua belas tahun, tetapi belum 

berumur 18 delapan belas tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.”
13

 

 

Merujuk pada anak yang berhadapan dengan 

hukum, otomatis pemidanaan anak ini juga menjadi 

acuan hukuman yang didapat anak tersebut. Dengan 

pengurangan hukum ½ sesuai dengan ketentuan 

tersebut dituangkan dalam Pasal 81 UU Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

yang berbunyi: 

a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA 

apabila keadaan dan perbuatan Anak akan 

membahayakan masyarakat. 

b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan 

kepada Anak paling lama 1/2 satu perdua 

dari maksimum ancaman pidana penjara 

bagi orang dewasa. 

c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan 

sampai Anak berumur 18 delapan belas 

tahun. 

                                                
13 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 

(3) 
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d. Anak yang telah menjalani 1/2 satu 

perdua dari lamanya pembinaan di LPKA 

dan berkelakuan baik berhak 

mendapatkan pembebasan bersyarat. 

e. Pidana penjara terhadap Anak hanya 

digunakan sebagai upaya terakhir. 

f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak 

merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup. pidana yang dijatuhkan 

adalah pidana penjara paling lama 10 

sepuluh tahun.
14

 

 

Sebagai rujukan lain, sanksi dan ketentuan 

lainnya tentang pemidanaan kasus pembuuhan 

dengann anak sebagai korban  terdapat pada BAB XII 

ketentuan pidana Pasal 80 Ayat 3 UU  Nomor 23 

Tahun 2002 tentang sistem Perlindungan  Anak yang 

berbunyi: 

“Dalam hal anak sebagai yang 

dimaksuddalam Ayat 2 mati, maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 

10 sepuluh tahun dan/atau denda palung 

banyak Rp. 200.000.000,00 dua ratus juta 

rupiah.”
15

 

                                                
14 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 

80 
15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang sistem Perlindungan  Anak, Pasal 80 

Ayat (3) 
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4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bagi Anak di 

Bawah Umur 

Sanksi pemidanaan bagi anak di bawah umur 

dapat dijatuhkan berupa pembatasan kebebasan atau 

penjara. Kategori tindak pidana pembunuhan masuk 

dalam tindak pidana berat atau tindak pidana disertai 

dengan kekerasan di mana pemidanaan kebebasan 

tersebut paling lama ½ satu perdua dari maksimum 

pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 

dewasa. Sedangkan pada penjatuhan hukuman penjara 

bagi tindak pidana berat dengan pemidanaan 

hukuman mati atau penjara seumur hidup, pidana 

yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 10 

sepuluh tahun. Dalam hal ini anak yang dijatuhi 

hukuman penjara, berhak mengajukan upaya hukum 

banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali.
16

 

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 81 UU 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang berbunyi: 

                                                
16 Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, 

Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020,  58 
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1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA 

apabila keadaan dan perbuatan Anak akan 

membahayakan masyarakat. 

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

Anak paling lama 1/2 satu perdua dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi 

orang dewasa. 

3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai 

Anak berumur 18 delapan belas tahun. 

4. Anak yang telah menjalani 1/2 satu perdua 

dari lamanya pembinaan di LPKA dan 

berkelakuan baik berhak mendapatkan 

pembebasan bersyarat. 

5. Pidana penjara terhadap Anak hanya 

digunakan sebagai upaya terakhir. 

6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak 

merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup. pidana yang dijatuhkan adalah 

pidana penjara paling lama 10 sepuluh 

tahun.
17

 

Pasal pemidanaan anak yang lain terdapat 

pada bagian kedua tentang pidana Pasal 71 hingga 

Pasal 81 UU  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 berbunyi: 

                                                
17 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 

80 
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1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pembinaan di luar lembaga; 

2) Pelayanan masyarakat; atau 

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. Penjara. 

2. Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

3. Apabila dalam hukum materiil diancam 

pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan 

pelatihan kerja. 

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak 

dilarang melanggar harkat dan martabat 

anak. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk 

dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 

2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan 

pemerintah.
18

 

 

                                                
18 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 

71 
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B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana 

Islam  

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam  

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut 

dengan istilah jarīmah atau jināyah. Secara etimologi, 

definisi  jināyah adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang yang menyangkut suatu kejahatan atau 

suatu perbuatan buruk telah dilakukan. Jināyah 

berasal dari kata jana  dalam bentuk masdar yang 

berarti perbuatan dosa atau salah. Kata jana  memiliki 

arti lain yaitu memetik. Orang yang berbuat jahat 

disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut 

mujna „alaih.
19

 Secara terminologi, para ahli 

mengartikan kata  jināyah  sebagai berikut: 

 Menurut Abd Al-Qadir Awdah,  jināyah 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau yang 

lain. Sayyid Sabiq juga mengungkapkan istilah yang 

sama bahwasannya kata jināyah menurut syariat 

Islam ialah tindakan yang dilarang oleh hukum  

syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang 

                                                
19 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Teras, 2009),1. 
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adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan 

harus dihindari, karena perbuatan ini dapat 

menimbulkan bahya terhadap agama, jiwa, akal, 

harga diri, dan harta benda, 

Kata jināyah sering dipakai oleh para fuqaha 

untuk mendefinisikan selain dari kata jarīmah. Kata 

jar³mah dalam bahasa merupakan kata jadian masdar 

dengan asal kata jarāma yang artinya berbuat salah. 

Dari segi istilah jar³mah adalah larangan-larangan 

syarak, diancam oleh Allah SWT dengan hukuman 

ḥadd atau ta‟zīr.  Para fuqaha mengartikan kata 

jināyah dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh 

syarak baik itu perbuatan terhadap jiwa, harta benda 

atu hal yang lainnya. Akan tetapi banyak fuqaha lain 

menggunakan kata jināyat untuk perbuatan yang 

mengenai jiwa seseorang atau anggota bandan 

seseorang. Para fuqaha menggolongkan jināyat pada 

tiga golongan yaitu jarīmah ḥudūd, jarīmah qisāṣ-diāt 

dan jarīmah ta‟zīr
20

 

 

 

                                                
20 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005),135 
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2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut 

Hukum Islam 

Pembunuhan dalam hukum Islam , yaitu 

perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa atau 

jiwa. Pembunuhan dapat diartikan juga perbuatan 

seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan 

atau hayat.  Melakukan perbuatan pembunuhan al-

qatl adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam 

syariat Islam karena sebagai tindakan kejahatan yang 

paling berat. Hukum pidana Islam juga 

mengkategorikan pembubuhan termasuk dalam 

jarīmah qisāṣ diāt, ada tiga jenis pembunuhan yaitu: 

pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai 

sengaja danpembunuhan karena kesalahan atau tidak 

sengaja. Definisi pembunuhan menurut hukum Islam 

sebenarnya sama dengan definisi hukum pada tindak 

pidana umnya, yaitu perbuatan seseorang yang 

menghilangkan nyawa.
21

 

Penghilangan nyawa merupakan bentuk 

penghilangan jiwa di mana hal tesebut melanggar 

salah satu dasar hukum Islma. Pembentukan hukum 

                                                
21 Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh 

Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP” Jurnal Al-Jinayah: Jurnal 

Huku Pidana Islam, vol 2, no. 2, Desember 2016,306 
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dalam Islam didasari atas perlindungan terhadap lima 

hal, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Tindak pidana pembunuhan 

dalam Islam diklasifikasikan dalam dua gologan, 

yaitu: 

a. Pembunuhan yang diharamkan ialah setiap 

pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan 

penganiyaan. 

b. Pembunuhan yang dibenarkan ialah setiap 

pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh 

permusuhan, misalnya pembunuhan yang 

dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan 

hukuman qisāṣ.
22

 

Mayoritas ulama sepakat bahwa dalam 

hukum Islam tindak pidana pembunuhan dapat 

diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Pembunuhan sengaja qatl al-„amd 

Maksud dari pembunuhan sengaja 

pembunuhan yang didasari pada niat seseorang 

ingin menghilangkan nyawa orang lain dengan 

tujuan yang sudah pasti. Pembunuhan sengaja ini 

memiliki indikator dari kesengajaan membunuh 

                                                
22 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-3,220 
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tersebut yang dapat dilihat dari peralatan yang 

digunkan untuk membunuh. Unsur pembunuhan 

sengaja adalah korban yang dibunuh merupakan 

manusia yang masih hidup, kematian korban 

merupakan perbuatan dari sang pelaku dan 

pelaku melakukan pembunuhan tersebut. 

b. Pembunuhan menyerupai sengaja qatl „sybh al-

amd 

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah 

sengaja dalam melakukan perbuatan yang 

dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak 

akan mematikan, namun kenyataannya korban 

mati karenanya. Pembunuhan menyerupai 

sengaja dikatan sengaja karena pelaku sengaja 

melakukan hal yang terlarang dan dikatakan 

menyerupai sengaja karena pelaku tidak ada niat 

untuk membunuh korbanya  maka dua hal inilah 

yang dijadikan unsur dalam pembunuhan 

menyerupai sengaja.
23

 

c. Pembunuhan karena kesalahan qatl al-khata‟ 

Pembunuhan karena kesalahan sering kali 

dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja 

                                                
23 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 

2015),137 
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yang mana pelaku tidak memiliki niatan untuk 

melakukan hal buruk maupun menghilangkan 

nyawa orang lain. Unsur dalam pembunuhan 

tidak sengaja adalah tidak adanya unsur 

kesengajangan melakukan hal yang dilarang dan 

biasanya tindak pidana terjadi karena kekurang 

hati-hatiannya pelaku atau biasanya dikatakan 

kelalaian oleh pelaku dan tidak menghendaki 

akibatnya.
24

 

Pembunuhan ini terbagi menjadi dua macam 

yaitu: 

1) Pembunuhan karena tidak sengaja 

semata-mata al-qatl al- khata mahd di 

mana pelaku melakukanya dengan 

sengaja akan tetapi tidak ada maksud 

untuk mengenai orang karena terjadi 

secara tidak sengaja, tidak dalam 

perbuatanya maupun dugaanya. 

2) Pembunuhan yang dikategorikan tidak 

sengaja al-qatl fi ma'na al-qatl yaitu 

suatu perbuatan di mana pelaku tidak 

mempunyai maksud untuk melakukan 

                                                
24 Ibid,139 
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perbuatan dan tidak menghendaki 

akibatnya. 

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan 

karena kealahan adalah: 

a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan 

matinya korban. 

b) Perbuatan tersebut terjadi karena 

kesalahan. 

c) Antara perbuatan kesalahan dan kematian 

korban terdapat hubungan sebab akibat. 

 

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam 

Hukum Islam  

Tindak Pidana pembunuhan merupakan 

dalam kategori jarimah qisas diyat, yang mana 

perbuatan ini dilarang dan diharamkan serta telah 

ditetapkan pula sanksinya dalam Al-Qur‟an dan 

Ḥadīs, yaitu:  

a. Surah An-Nissa 4 Ayat 92-93 
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ا 
َّ
 مِؤْمّنًا اّل

َ
لْخِل نْ يَّ

َ
انَ لّمِؤْمّنٍ ا

َ
وَمَا ك

ا  ٔـً  مِؤْمّنًا خَطَ
َ
اۚ  وَمَنْ كَخَل ٔـً خَطَ

ٰٓى  مَثٌ اّل
َّ
سَل دّيَثٌ مُّ ؤْمّنَثٍ وَّ فَخَحْرّيرِْ رَكَتَثٍ مُّ

انَ مّنْ كَيْمٍ 
َ
كِيْا ِّۗ فَاّنْ ك دَّ نْ يَّصَّ

َ
ا  ا

َّ
وْلّهٖ  اّل

َ
ا

مْ وَوِيَ مِؤْمّ 
ِ
ك
َّ
نٌ فَخَحْرّيرِْ رَكَتَثٍ عَدِو ٍ ل

مْ وَةَيْنَىِمْ 
ِ
انَ مّنْ كَيْمٍۢ ةَيْنَك

َ
ؤْمّنَثٍ ِّۗوَاّنْ ك مُّ

ريّرِْ  حْ
َ
وْلّهٖ وَت

َ
ٰٓى ا مَثٌ اّل

َّ
سَل يْثَاقٌ فَدّيَثٌ مُّ م ّ

دْ فَصّيَامِ  مْ يَجّ
َّ
ؤْمّنَثٍۚ  فَمَنْ ل رَكَتَثٍ مُّ

ِّۗ ّ نَ اللّٰه انَ شَىْرَيْنّ مِتَخَاةّػَيْنِّۖ حَيْةثًَ م ّ
َ
وَك

ِ عَلّيْمًا حَكّيْمًا     ٩٢اللّٰه
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 “Tidak patut bagi seorang mukmin 

membunuh seorang mukmin, kecuali karena 

tersalah tidak sengaja. Siapa yang membunuh 

seorang mukmin karena tersalah hendaklah 

memerdekakan seorang hamba sahaya 

mukmin dan membayar tebusan yang 

diserahkan kepada keluarganya terbunuh, 

kecuali jika mereka keluarga terbunuh 

membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh 

dari kaum yang memusuhimu, padahal dia 

orang beriman, hendaklah pembunuh 

memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika 

dia terbunuh dari kaum kafir yang ada 

perjanjian damai antara mereka dengan 

kamu, hendaklah pembunuh membayar 

tebusan yang diserahkan kepada keluarganya 

serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. 

Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya 

hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut 

sebagai ketetapan cara bertobat dari Allah. 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (An-Nisa  [4]:92)
25

 

مِ و دًا فَجَزَاؤِۤهٗ جَىَنَّ خَػَم ّ  مِؤْمّنًا مُّ
ْ
لْخِل وَمَنْ يَّ

عَدَّ 
َ
ػَنَهٗ وَا

َ
يْهّ وَل

َ
ِ عَل خَالدًّا فّيْىَا وَغَضّبَ اللّٰه

هٗ عَذَا
َ
  ٩٣ةًا غَظّيْمًا ل

                                                
25 ibid 
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Artinya “Siapa yang membunuh seorang 

mukmin dengan sengaja, balasannya adalah 

neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. 

Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan 

menyediakan baginya azab yang sangat 

besar.” (An-Nisa  [4]:93) 

b. Surah Al-Ma‟idah 5 Ayat 32 

نَّهٗ 
َ
 ا
َ
ى ةَجّي ْ اّسْرَاۤءّيْل

ٰ
تَتْنَا عَل

َ
جْلّ ذٰلّكَۛ  ك

َ
مّنْ ا

وْ فَسَادٍ فّى 
َ
 نَفْسًاۢ ةّغَيْدّ نَفْسٍ ا

َ
مَنْ كَخَل

 النَّاسَ جَمّيْػًاِّۗ وَمَنْ 
َ
نَّمَا كَخَل

َ
رْضّ فَكَا

َ
ا
ْ
ال

لَدْ 
َ
حْيَا النَّاسَ جَمّيْػًا ِّۗوَل

َ
نَّمَا  ا

َ
حْيَاوَا فَكَا

َ
ا

ثّيْدًا جَاۤءَ 
َ
نٰجّ ثِمَّ اّنَّ ك بَي ّ

ْ
نَا ةّال

ِ
تْهِمْ رِسِل

نْىِمْ ةَػْدَ ذٰلّكَ فّ  مِسْرّفِيْنَ م ّ
َ
رْضّ ل

َ
ا
ْ
  ٣٢ى ال

 “Oleh karena itu, Kami menetapkan suatu 

hukum bagi Bani Israil bahwa siapa yang 

membunuh seseorang bukan karena orang 

yang dibunuh itu telah membunuh orang lain 

atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, 
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maka seakan-akan dia telah membunuh 

semua manusia. Sebaliknya, siapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, dia 

seakan-akan telah memelihara kehidupan 

semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami 

benar-benar telah datang kepada mereka 

dengan membawa keterangan-keterangan 

yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak 

di antara mereka setelah itu melampaui batas 

di bumi.” (Al-Ma‟idah [5]:32) 

 

 

c. Surah Al-Isra‟ 17 Ayat 33 

ا 
َّ
ِ اّل مَ اللّٰه تّيْ حَرَّ

َّ
فْسَ ال يا النَّ

ِ
ا حَلْخِل

َ
وَل

هٖ  نَا لّيَلّي ّ
ْ
يْمًا فَلَدْ جَػَل

ِ
 مَظْل

َ
ِّۗ وَمَنْ كِخّل ّ

حَق 
ْ
ةّال

انَ 
َ
لَخْلِّّۗ اّنَّهٗ ك

ْ
ى ال ّ

ا يِسْرّفْ ف 
َ
طٰنًا فَل

ْ
سِل

  ٣٣مَنْصِيْرًا 

 “Janganlah kamu membunuh orang yang 

diharamkan Allah membunuhnya, kecuali 

dengan suatu alasan yang benar.427 Siapa 

yang dibunuh secara teraniaya, sungguh 

Kami telah memberi kekuasaan428 kepada 

walinya. Akan tetapi, janganlah dia walinya 
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itu melampaui batas dalam pembunuhan 

kisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang 

mendapat pertolongan.”  (Al-Isra‟ [17]:33)
26

 

 

d. Ḥadīs riwayat Bukhari dan Muslim 

 
َ
 : غَنْ اةْنّ مَسْػِيْدٍ رَض كَال

ِ
 رَسِيْل

َ
كَال

ّ ص م  دَمِ امْرّئٍ مِسْلّمٍ  : اللَّّٰ
ُّ
ل ا يَحّ

َ
ل

 
َ
ى رَسِيْل ّ

ن 
َ
ا الِلّٰ وَأ

َّ
هَ إّل

َ
ا إّل

َ
نْ ل

َ
يَشْىَدِ أ

اثٍ 
َ
ا ةّإّحْدَى ثَل

َّ
ي : الّلّٰ إّل انّ بّ الزَّ ي ّ

َّ
الث

فْسّ ةّالنَّ  ارّكّ لّدّينّهّ وَالنَّ فْسّ وَالتَّ

جَمَاغَثّ مخفق عليه
ْ
مِفَارّقّ لّل

ْ
 ال

                                                
26 ibid 
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 “Dari Ibn Mas'ud ra. ia berkata: Rasulullah 

saw. telah bersabda: "Tidak halal darah 

seorang muslim yang telah menyaksikan 

bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan 

bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan 

salah satu dari tiga perkara: 1 Pezina 

muhshan, 2 Membunuh, dan 3 Orang yang 

meninggalkan agamanya yang memisahkan 

diri dari jama'ah." Muttafaq alaih”
27

 

 

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam 

Hukum Islam 

Aspek dalam hukum  Islam sangat luas di 

mana salah satu ruang lingkupnya adalah hukum 

pidana Islam yang dalam fiqh disebut jarīmah 

atau jināyat.  Persyariatan hukum pidana Islam 

memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dari 

syariat hukum Islam, mewujudkan dan 

memelihara kemaslahatan umat manusia, yaitu 

untuk dunia dan akhirat. Sanksi hukuman dari 

suatu perbuatan yang melanggar syariat atau 

biasa disebut pemidanaan, memiliki fungsi untuk 

menyadarkan pelaku jarīmah agar tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. 

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam 

                                                
27 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,138 
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diartikan sebagai al-mas‟uliyyah al-jinaiyyah di 

mana pembebanan seseorang dengan hasil atau 

akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan 

kemampuan sendiri.
28

  

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan 

dalam hukum Islam ada beberapa jenis yang 

terdiri dari hukuman pokok (uqūbah asliyyah), 

hukuman pengganti (uqūbah badaliyyah), 

hukuman tambahan (uqūbah tibā‟iyyah) dan 

hukuman pelengkap (uqūbah takmiliyyah). 

Hukuman pokok (uqūbah asliyyah) untuk 

pembunuhan sengaja adalah qisāṣ dan kifarat, 

sedangkan penggantinya (uqūbah badaliyyah) 

adalah diāt dan ta'zīr. Adapun hukuman 

tambahannya uqūbah tiba‟iyyah adalah 

penghapusan hak waris dan hak wasiat.
29

 Berikut 

adalah penjelasan dari qisāṣ, diāt dan ta‟zīr. 

a. Qisāṣ 

Secara terminologi, qisāṣ merupakan 

hukum balas dengan hukuman yang setipal 

                                                
28 Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, Hukum Pidana 

Anak,(Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), .6 
29 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, , 148 
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bagi pembunuhan yang dilakukan. Secara 

harfiah, qisāṣ dalam kamus al-Munawair 

diartikan sebagai pidana qisāṣ. Pengertian 

memiliki arti hukuman karena orang yang 

berhak atas qisāṣ mengikuti dan menelusuri 

jejak tindak pidana dari pelaku.
30

 Hukuman 

yang dilimpahkan kepada pelaku merupakan 

Tindakan yang sama yang dilakukan kepada 

korban yaitu penghilangan nyawa. Nyawa 

pelaku harus direnggut persis seperti dia 

merenggut nyawa korbannya, tetapi 

prosesnya  tidak harus sama persis seperti 

dia menghilangkan nyawa korbannya.
31

  

Qisāṣ merupakan ketentuan Allah 

berkenaan dengan pembunuhan sengaja 

yang dilakukan pelaku. Hukuman qisāṣ 

berlaku juga bukan untuk kasus pembunuhan 

saja tertapi bila diteliti lebih mendalam 

hukuman qisāṣ dapat juga digunakan bagi 

                                                
30 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1126 
31 A.Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, Terj. Zaimuddin dan Rusydi 

Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), 27. 
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pelaku penganiyaan.
32

  

Dalam Al-Qur‟an kata qisāṣ disebut 

dalam dua surah yang terdiri dari tiga Ayat 

dalam surah A-Baqarah Ayat 178,179,194 

dan surah Al-Ma‟idah Ayat 45  

مِ 
ِ
يْك

َ
تّبَ عَل

ِ
مَنِيْا ك

ٰ
ذّيْنَ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
يٰٓا

ػَتْدِ 
ْ
حرِ ّ وَال

ْ
حرُِّ ةّال

ْ
ل
َ
ىِّۗ ا

ٰ
لَخْل

ْ
لّصُاصِ فّى ال

ْ
ال

هٗ مّنْ 
َ
نْثٰىِّۗ فَمَنْ غِفّيَ ل

ِ
ا
ْ
نْثٰى ةّال

ِ
ا
ْ
ػَتْدّ وَال

ْ
ةّال

يْهّ 
َ
دَاۤءٌ اّل

َ
مَػْرِوْفّ وَا

ْ
خّيْهّ شَيْءٌ فَات ّبَاعٌ ۢةّال

َ
ا

مْ 
ِ
ك ّ
ة  نْ رَّ فّيْفٌ م ّ خْ

َ
ةّاّحْسَانٍ ِّۗ ذٰلّكَ ت

هٗ 
َ
وَرَحْمَثٌ ِّۗفَمَنّ اغْخَدٰى ةَػْدَ ذٰلّكَ فَل

لّيْمٌ 
َ
  ١٧٨عَذَابٌ ا

 “Wahai orang-orang yang beriman, 

                                                
32 Mardani. Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Kencana, 2019), 11 
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diwajibkan kepadamu melaksanakan 

kisas berkenaan dengan orang-orang 

yang dibunuh. Orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba sahaya dengan 

hamba sahaya, dan perempuan dengan 

perempuan. Siapa yang memperoleh 

maaf dari saudaranya hendaklah 

mengikutinya dengan cara yang patut 

dan hendaklah menunaikan kepadanya 

dengan cara yang baik.48 Yang demikian 

itu adalah keringanan dan rahmat dari 

Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas 

setelah itu, maka ia akan mendapat azab 

yang sangat pedih.” (Al-Baqarah  

[2]:178) 

بَابّ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
ولّى ال

ِ
ا لّصُاصّ حَيٰيةٌ ي ّٰٓ

ْ
مْ فّى ال

ِ
ك
َ
وَل

لِيْنَ  مْ حَخَّ
ِ
ك
َّ
ػَل
َ
  ١٧٩ل

 Dalam kisas itu ada jaminan kehidupan 

bagimu, wahai orang-orang yang berakal 

agar kamu bertakwa.”Al-Baqarah  

[2]:179 

حرِِ 
ْ
حرََامّ وَال

ْ
ىْرّ ال حرََامِ ةّالشَّ

ْ
ىْرِ ال لشَّ

َ
مٰجِ ا

مْ فَاغْخَدِوْا 
ِ
يْك

َ
كّصُاصٌِّۗ فَمَنّ اغْخَدٰى عَل
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مْ ِۖ وَاحَّلِيا 
ِ
يْك

َ
يْهّ ةّمّثْلّ مَا اغْخَدٰى عَل

َ
عَل

لّيْنَ  مِخَّ
ْ
َ مَعَ ال نَّ اللّٰه

َ
مِيْ ا ا

َ
َ وَاعْل   ١٩٤اللّٰه

 “Bulan haram dengan bulan haram dan 

terhadap sesuatu yang dihormati berlaku 

hukum kisas. Oleh sebab itu, siapa yang 

menyerang kamu, seranglah setimpal 

dengan serangannya terhadapmu. 

Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah bersama orang-

orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah  

[2]:194) 

فْسَ  نَّ النَّ
َ
يْىّمْ فّيْىَا  ا

َ
تَتْنَا عَل

َ
فْسّ وكَ ةّالنَّ

ذِنَ 
ِ
ا
ْ
نْفّ وَال

َ
ا
ْ
نْفَ ةّال

َ
ا
ْ
ػَيْنّ وَال

ْ
ػَيْنَ ةّال

ْ
وَال

جرِِوحَْ كّصُاصٌِّۗ 
ْ
ِّۙ وَال ّ

ن  نَّ ةّالس ّ ذِنّ وَالس ّ
ِ
ا
ْ
ةّال

مْ 
َّ
هٗ ِّۗوَمَنْ ل

َّ
ارَةٌ ل فَّ

َ
قَ ةّهٖ فَىِيَ ك فَمَنْ حَصُدَّ

ٰۤىِٕكَ وِمِ  ول
ِ
ِ فَا  اللّٰه

َ
نْزَل

َ
مْ ةّمَا  ا

ِ
ك يَحْ

لّمِيْنَ    ٤٥الظه
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 “Kami telah menetapkan bagi mereka 

Bani Israil di dalamnya Taurat bahwa 

nyawa dibalas dengan nyawa, mata 

dengan mata, hidung dengan hidung, 

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, 

dan luka-luka pun ada kisasnya balasan 

yang sama. Siapa yang melepaskan hak 

kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa 

baginya. Siapa yang tidak memutuskan 

suatu urusan menurut ketentuan yang 

diturunkan Allah, maka mereka itulah 

orang-orang zalim.” (AlMa'idah[5]:45)
33

 

Qisāṣ wajib dikenakan bagi setiap 

pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali 

korban. Para ulama sepakat bahwa sanksi 

yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja 

adalah qisāṣ .
34

 

 

b. Diāt 

Secara terminologi, diāt adalah harta 

yang wajib dibayarkan karena suatu 

kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang 

sama dihukumi seperti jiwa. Definisi lain dari 

                                                
33 Al-Qur‟an, https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 21 agustus 

2023 
34 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-IV,276 

https://quran.kemenag.go.id/
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diāt   adalah uqūbah maliyah  atau hukuman 

yang bersifat harta. Harta tersebut akan 

diserahkan kepada korban apabila korban 

masih hidup atau wali korban apabila korban 

telah meninggal dunia, bukan kepada 

pemerintah.
35

 Hukuman diāt  telah ditentukan 

kadarnya atau terdapat batas rendah dan 

tingginya, teatapi tetap menjadi haknya 

korban atau wali korban. Penerapan hukuman 

diāt   ini memiliki beberapa kemungkinan di 

mana diawal hukumannya adalah qisāṣ bisa 

berubah menjadi diāt dan yang mulanya 

hukuman diāt lalu termaafkan maka 

hukuman tersebut akan dihapuskan.
36

 Diāt 

dikategorikan menjadi dua yaitu: 

a. Diāt mughallazah yaitu hukuman dengan 

membayar seratus ekor unta, yakni 30 

ekor betina umur tiga tahun masuk tahun 

keempat hiqqah, 30 ekor unta betina 

umur empat tahun masuk Tahun ke lima 

                                                
35 Paisel Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qisas di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika),  54-55 
36 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Teras, 2009),13 
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jaza'ah dan 40 ekor unta yang sedang 

bunting khalafah. Terdapat pula dalam 

diāt mughallazah apabila telah 

dimaafkan, sebagai ganti rugi hukuman 

qisas terhadap pembunuhan sengaja, 

wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu 

sendiri. 

b. Diāt mukhaffafah yaitu hukuman dengan 

membayar banyaknya seratus ekor unta, 

tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor 

betina umur satu tahun masuk dua tahun, 

20 ekor unta betina umur dua tahun 

masuk tahun ketiga, 20 ekor unta jantan 

umur dua tahun, 20 hiqqah dan 20 

jaza'ah.
37

 

 

C. Konsep Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum 

Islam  

Anak merupakan penerus bangsa yang menjadi 

bagian dari generasi muda yang penting. Maka dari itu 

                                                
37 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1. (Semarang: Karya Abadi 

Jaya, 2015),  141 
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kedudukan anak dalam lingkup hukum sangat 

diperhatikan. Dalam dunia psikolog untuk 

mengkategorikan seseorang sebagai anak adalah sejak 

bayi hingga masa kekanak-kanakan berakhir, yaitu sejak 

lahir hingga umur 12 Tahun. Setelah umur 12 Tahun 

terdapat masa remaja yang menyertai sebelum dikatakan 

dewasa. Pada masa remaja ini merupakan masa 

pertumbubuhan dalam segi rohani maupun jasmani. Pada 

kesimpulannya, seseorang dikatakan sebagai seorang anak 

dari masa bayi hingga memasuki masa remaja. Apabila 

melewati masa tersebut, dapat dikategorikan sebagai 

dewasa, dapat ditandai dengan adanya kestabilan, tidak 

mudah dipengaruhi oleh orang lain dan lain sebaginya.
38

 

 

1. Anak Dalam Hukum Positif 

Secara yuridis, kedudukan anak menimbulkan 

akibat hukum, menyangkut kepada persoalan-

persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah 

kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, 

penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, 

                                                
38 Nandang Sambas,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen 

Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, cetakan pertama 2013),  4 
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serta masalah anak lainnya. Definisi anak secara 

nasional didasarkan pada batasan usia anak.
39

 Dalam 

konstitusi ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, 

potensi, sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa 

yang mempunyai peran strategis yang potensial, serta 

memiliki ciri sifat khusus. Sehingga anak wajib 

diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan 

yang tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan hak 

asasi manusia. Anak adalah anugrah dan amanah yang 

diberikan oleh Tuhan, maka dapat dikatakan subjek 

hukum yang mempunyai hak untuk dihormati, 

dihargai dan dilindungi eksistensinya.
40

 Beberapa 

pengertian mengenai anak dalam beberapa Undang-

undang sebagai berikut : 

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak berbunyi: “Anak adalah 

                                                
39 Marlina,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep 

Diversi dan Restoractive Justice,(bandung: PT Refika Aditama, 2009),33-

39 
40 Harun, Muhammad dan Wati‟ Briliyan Erna, Hukum Pidana 

Anak,(Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa,2021),  13 
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seseorang yang belum mencapai umur 21 dua puluh 

satu Tahun dan belum pernah kawin”
41

 

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia berbunyi: “Anak adalah setiap 

manusia yang berusia dibawah 18 delapan belas tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingan.”
42

 

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak berbunyi:  “Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
43

 

Terdapat pula Memuat batas antara belum dewasa 

dengan telah dewasa yaitu berumur 21 dua puluh satu 

tahun kecuali anak yang sudah kawin sebelum umur 

21 tahun dan Pendewasaan. Tetapi dalam pasal 

                                                
41 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
42 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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tersebut menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan 

yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 

Tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kedewasaan.
44

  

2. Anak Dalam Hukum Islam 

Definisi anak dalam hukum Islam berbeda dengan 

definisi anak dalam undang-undang. Pandangan 

hukum Islam dalam mendefinisikan anak tidak 

didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal 

antara anak dan dewasa. Mirip seperti hukum adat, 

yang mana disebut dewasa ketika anak tersebut 

tumbuh besar dan kuat, dan mereka telah dianggap 

mampu melakukan pekerjaan seperti apa yang 

dilakukan oleh orangtuanya. Pembedaan anak dan 

dewasa ini tidak dirasakan oleh masyarakkat sosial. 

Hukum Islam menyebut bahwa anak yang sudah 

dewasa merujuk pada seseorang yang sudah balig 

atau belum.
45

 Dalam Al-Qur‟an , anak bisa dikatakan 

                                                
44 Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tndak Pidana 

Anak kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg, Fakultas Hukum 

Universitas Trunajaya Bontang, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013,67 
45 Nandang Sambas,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen 

Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, cetakan pertama 2013),7 
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sebagai amanat yang diberikan oleh Allah bagi umat 

manusia. Setiap orang yang telah dikaruniai anak 

memiliki kewajiban untuk mengurus, memelihara dan 

mendidiknya dengan baik.  Mencurahkan perhatian 

pada pendidikan maupun kesejahteraaan memang 

suatu hal yang harus dilakukan  karena anak adalah 

suatu hal yang berharga. Sebagaimana dalam firman 

Allah dalam surah An-Nahl [16]:72 yang berbunyi: 

 
َ
جَػَل زْوَاجًا وَّ

َ
مْ ا

ِ
نْفِسّك

َ
نْ ا مْ م ّ

ِ
ك
َ
 ل
َ
ِ جَػَل وَاللّٰه

نَ  مْ م ّ
ِ
رَزَكَك مْ ةَنّيْنَ وَحَفَدَةً وَّ

ِ
زْوَاجّك

َ
نْ ا مْ م ّ

ِ
ك
َ
ل

ّ وِمْ  بَاطّلّ يِؤْمّنِيْنَ وَةّنّػْمَجّ اللّٰه
ْ
فَتّال

َ
تٰجِّّۗ ا ّ

ي  الطَّ

فِرِوْنَِّۙ 
ْ
 ٧٢يَك

 "Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau 

istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu 

dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta 

menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. 
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Mengapa terḥaddap yang batil mereka beriman, 

sedangkan terḥaddap nikmat Allah mereka 

ingkar" 

 

3. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Pengertian anak dalam undang-undang 

sebenarnya merujuk pada batas usia anak dalam 

pertanggungjawaban pidana, undang-undang 

peradilan sendiri menegaskan bahwasanya 

pertanggungjawaban pidana dalam kategori anak 

dimulai dari anak umur 8 tahun hingga 18 tahun.
46

 

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwasanya sebelum 

umur 16 tahun dikategorekina sebagai porang yang 

belum cukup umur. Pasal tersebut juga 

menyantumkan bahwasanya hakim dapat 

memerintahkan apabila bersalah, anak dapat 

dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau 

pemeliharanya tanpa pidana apapun atau 

memerintahkan yang bersalah diserahkan ke 

pemerintah.  

Penempatan batas usia pertanggungjawaban 

pidana anak dalam UU Nomor. 3 Tahun 1997 tentang 

                                                
46 ibid,16 
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Peradilan Anak yaitu 8 tahun. Sistem peradilan bagi 

anak akan lebih cenderung mengutamakan 

kesejahteraan anak dan memastikan akan reaksi anak 

terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum 

yang seusia anak tersebut akan selalu sepadan dengan 

keadaan pada pelanggaran  hukum pidana lainnya.
47

 

Pertanggungjawaban pidana anak cenderung dengan 

sanksi yang diberikan pada anak sesuai dengan usia 

mereka. Anak dengan umur 8-12 Tahun dikenakan 

dengan tindakan dikembalikan kepada orangtua atau 

ditempatkan kepada organisasi sosial atau lebih 

kepada dikembalikan kepada negara. Sedangkan anak 

usia 12-18 Tahun dapat dijatuhkan hukuman pidana,
48

  

Pembahasan anak yang dapat dijatuhi hukuman 

pida berumur 12-18 Tahun sejalan  dengan yang 

tertera pada Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:  

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah yang telah berrumur 

                                                
47 Harrys Pratama, Teori dan Praktik Perlndungan Anak dalam Hukum 

Pidan, (Jakarta: CV, Abadi Offset, 2018),129 
48 Ali Imron, Legar Responcibility Membumikan Hukun Pidana Islam, 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015),  178 
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12 dua belas tahun, tetapi belum berumur18 delapan 

belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
49

 

Rujukan lainnya terdapat pada Pasal 69 Ayat 1 

dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbnyi: 

1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai 

tindakan berdasarkan ketetuan dalam-undang 

ini 

2) Anak yang belum berusia 14 empat belas 

tahun hanya dapat dikenai tindakan  

Batas usia dalam hukum Islam cenderung tidak 

dilihat dari usia melainkan seseorang itu sudah 

memasuki usia balig, Di mana balig merupakan tolak 

ukur yang digunakan untuk menentukan awal 

seseorang memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. 

Maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya balig 

merupakan suatu penentu lain bahwa anak tersebut 

telah berakal. Seorang anak yang menunjukan balig 

atau belum balig didasarkan pada tanda-tanda 

tertentu. Hal ini terkait dengan pelaksanaan syariat, 

sehingga seseorang dikategorikan balig, untuk laki-

laki ketika sudah mimpi basah dan untuk wanita 

                                                
49 UU Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 

(3) 
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apabila sudah haid. Bisa disebut juga mukallaf, 

seseorang laki-laki dan wanita muslim yang berakal 

dan balig.
50

 

Pembahasan mengenai pertanggunjawaban pidana 

diperlukan untuk syarat seseorang mampu 

bertanggungjawab. Menurut Simon kemampuan 

bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan 

adanya oeerapan dalam upaya pemidanaan baik 

dilihat dari sudut umum maupun dari sudut orangnya 

secara lansung. Maksud Simon disini jika seseorang 

jiwanya sehat makan ia mampu untuk mengerahui 

atau menyadari bahwa perbuatanya bertentangan 

dengan hukum dan dirinya sendiri dapat menentukan 

kehendaknyasesuai dengan kesadaran.
51

 

Van Hamel sendiri mendeinisikan kemampuan 

bertanggungjawab adalah sauatu keadaan normalitas 

psychis dan kematangan atau kecerdasan yang 

membawa kemampuan untuk mengerti nilai dari 

                                                
50 Nandang Sambas,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen 

Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, cetakan pertama 2013),8 
51 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),157 
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akibat-akibat perbuatannya sendiri, menyadari 

bahwasanya perbuatannya itu tidak dibolehkan dalam 

pandangan masyarakkat dan dapat menentukan 

kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.
52

 Hal 

tersebut  sejalan dengan  Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang 

berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, 

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya 

gebrekkige ontwikkeling atau terganggu karena 

penyakit ziekelijke storing tidak dipidana”
53

 Pasal di 

atas lebih mengarah pada kemampuan seseorang 

dalam bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu 

bertanggung jawab adalah seseorang yang jiwanya 

tidak tumbuh dengan sempurna. Dalam kata lain, 

terdapata penyakit dalam jiwanya dan tingkatan 

penyakit tersebut sedemikian rupa sehingga 

perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
54

 

                                                
52 Ibid,158 
53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,  Pasal 44  
54 Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, Hukum pidana, (Malang: Setara 

Press, Cetakan Kedua, 2016),245 
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BAB III  

KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI 

INDONESIA 

A. Kasus Pembunuhan dan Jumlah Anak Berhadapan 

Dengan Hukum Sebagai Pelaku Pembunuhan di 

Indonesia  

Kasus pembunuhan di Indonesia, dilansir dari 

data Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan jumlah 

korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 

3.335 orang. Tindak pembunuhan terbanyak terjadi pada 

2021 yaitu 1.076 perkara. Perkara pembunuhan tahun 

2019 terdapat 566 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 862 

kasus, pada tahun 2021 terdapat 1.076 kasus, dan pada 

tahun 2022 menurun menjadi 843 kasus.
1
 Dikutip dari 

Badan Pusat Statistik BPS, pada 2016 kasus pembunuhan 

mencapai 1.292 kasus dan mengalami penurunan sebesar 

10,9 persen pada tahun setelahnya menjadi 1.150 kasus. 

Jumlah kasusnya terus menerus turun hingga tahun 2020 

sebelum pada akhirnya kembali naik pada tahun 2021. 

Pada 2020 ada 898 kasus pembunuhan dengan kasus 

terbanyak terjadi di bulan Juli 2020 yaitu 112 kasus. 

Sedangkan pada 2021 naik menjadi 927 kasus, sedikit 

                                                
1 https://pusiknas.polri.go.id/, diakses pada 16 November 2023 
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berbeda dari data yang diambil dari  Robinopsnal 

Bareskrim Polri.
2
 

Tabel 1  

Jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dari tahun 2011 hingga 2023 

RINCIAN TABEL DATA 

KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK 

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 

TAHUN 2011 - 2023 

N

O 

KASUS 

PERLINDUNGAN 

ANAKbg4 

TAHUN 

20

11 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202
1 

202
2 

20
23 

8 
Anak Berhadapan 

Hukum (ABH) 

69

5 

141

3 

142

8 

220

8 

122

1 

131

4 

140

3 

143

4 

125

1 

109

8 
126 184 

12
6 

  ABH Sebagai Pelaku                           

80

1 

Anak Sebagai Pelaku 

Kekerasan Fisik 

(Penganiayaan, 

Pengeroyokan, 

Perkelahian, dsb) 

46 53 76 105 81 108 112 107 121 58 22 43 35 

80

2 

Anak Sebagai Pelaku 

Kekerasan Psikis 

(Ancaman, Intimidasi, 

dsb) 

15 11 21 27 22 39 41 32 26 11 43 1 7 

80

3 

Anak Sebagai Pelaku 

Kekerasan Seksual 

(Pemerkosaan/Pencabula
n) 

12

3 
324 247 561 157 146 168 161 183 44 20 28 18 

80

4 

Anak Sebagai Pelaku 

Sodomi/Pedofilia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0 

80

5 

Anak Sebagai Pelaku 

Pembunuhan 
32 46 53 66 36 48 51 54 46 8 0 10 8` 

80

6 

Anak Sebagai Pelaku 

Pencurian 
14 92 51 47 81 43 57 75 55 22 9 26 22 

80

7 

Anak Sebagai Pelaku 

Kecelakaan Lalu Lintas 
9 86 48 58 52 71 76 82 86 21 1 8 8 

80
8 

Anak Sebagai Pelaku 
Kepemilikan Senjata 

Tajam 

21 18 28 46 48 28 52 64 37 11 3 28 12 

80

9 

Anak Sebagai Pelaku 

Penculikan 
6 27 21 17 6 8 8 11 7 3 0 1 1 

81

0 

Anak Sebagai Pelaku 

Aborsi 
6 5 14 21 19 48 53 67 44 10 4 0 0 

81

1 

Anak Sebagai Pelaku 

Terorisme 
0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 1 0 

                                                
2 https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-

kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html, diakses pada 

12 November 2023 

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html
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Berdasarkan data yang terlampir dalam tabel 

diatas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur dapat diartikan bahwa anak tersebut 

berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dari data 

yang penulis dapat dari Komisi Perlindungan Anak 

KPAI, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai 

pelaku dari Tahun 2011 hingga 2020 ada hurang lebih 

sebanyak 5060. Diantaranya adalah anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dalam 

kasus pembunuhan dengan jumlah pada tahun 2011 

terdapat 32, tahun 2012 terdapat 46, tahun 2013 

terdapat 53, tahun 2014 terdapat 66, tahun 2015 

terdapat 36, tahun 2016 terdapat 48, tahun 2017 

terdapat 51, tahun 2018 terdapat 54, tahun 2019 

terdapat 46 dan tahun 2020 terdapat 8. Angka-angka 

tersebut menunjukan bahwasanya angka tertinggi 

kasus pembunuhan sesuai dengan kasus pengaduan 

anak berdasarkan klaster perlindungan anak tersebut 

pada tahun 2014 mencapai angka tebanyak dan pada 

tahun 2020 di titik terendah kasus pembunuhan yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur. Menariknya 

disini adalah pada tahun 2021, kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kasus 

pembunuhan adalah 0 dari seluruh total anak yang 
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berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yaitu 126. 

Pada Tahun 2022 muncul lagi dengan total kasus 10 

dari 186 sebagai anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagai pelaku pembunuhan dan pada Tahun 

2023 terdapat 8 kasus dari 126. Berikut data yang 

penulis ambil dari KPAI.
3
 

Menurut Menteri PPPA, dalam Acara “Focus 

Group Discussion Mengenai Upaya Perlindungan 

Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum” yang 

dilansir dari halaman resmi Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia  kasus anak yang berkonflik 

dengan hukum tentunya tidak terjadi secara instan, 

namun ada bermacam proses yang 

melatarbelakanginya, mulai dari faktor internal 

hingga eksternal. Sedikit banyak, orang dewasa turut 

andil dalam menciptakan lingkungan yang mungkin 

saja tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Di 

samping itu, saat ini anak-anak mendapat tantangan 

yang berbeda dengan generasi terdahulu, yaitu 

derasnya arus informasi dan globalisasi yang 

diterima, sehingga anak-anak mudah meniru norma 

                                                
3 https://bankdata.kpai.go.id/, data tersebut diambil dangan mengajukan 

surat riset, didapat pada l8 Desember 2023 

https://bankdata.kpai.go.id/


78 

 

 
 

dan nilai yang hadir melalui dunia maya tanpa 

diimbangi oleh kecakapan untuk menyaring 

informasi.
4
  

 

B. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang 

Dilakukan oleh Anak Di Indonesia 

 

   Dari sekian banyak kasus ada, beberapa 

contoh kasus yang penulis ambil dari situs berita 

online  dan putusan di website Makamah Agung 

sebagai perbandingan. Berikut adalah contoh kasus 

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak: 

1. Kasus Anak Membunuh Teman Sekelasnya di 

Kabupaten Magelang 

Kasus di Kabupaten Magelang ini terjadi 

pada tahun 2022. Pelaku berumur 15 tahun dan 

korban berumur 12 tahun. Pelaku dan korban 

adalah teman satu kelas. Dilansir dari 

tvonews.com, pembunuhan terjadi pada rabu 

tanggal 03 agustus 2022 sekitar pikul 17.00 WIB. 

Pembunuhan dilakukan secara sengaja dan 

direncanakan karena menurut kepolisian, pelaku 

telah menyiapkan benda-benda untuk menghabisi 

                                                
4 https://www.kemenpppa.go.id/ , diakses 18 November 2023.   
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nyawa korban dengan cara menyabetkan celurit 

ke arah korban. Sebelum hilangnya nyawa 

korban, pelaku dan korban sempat cekcok dan 

berkelahi. Pemidanan pelaku atas perbuatan 

tersebut di putuskan dalam putusan Pengadilan 

Negeri Kabupten Magelang di Mungkid pada 

putusn  Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PNMkd 

tanggal 6 September 2022. Dengan amar  

putusan berupa pidana penjara waktu tertentu. 

Pelaku tebukti secarah sah melakukan tindak 

pidana pembunuhan berencana dengan hukuman 

pidana pencara di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak LPKA Kelas I Kutoarjo selama 8 Tahun 

penjara. Keluarga korban kecewa dengan hasil 

putusan, karena pelaku hanya dihukum 8 tahun 

penjara. Motif pelaku melakukan pembunuhan 

tersebut adalah karena sakit hati akibat diolok-

olok oleh teman korban karena pelaku 

sebelumnya telah mengambil handphone milik 

korban tanpa sesizin dan sepengetahuan korban 

dan korban meminta untuk pelaku mengganti 

handphonenya.
5
 

                                                
5 https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-motif-siswa-

di-magelang-yang-bunuh-teman-sekelasnya diakses pada tanggal 12 

https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-motif-siswa-di-magelang-yang-bunuh-teman-sekelasnya
https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-motif-siswa-di-magelang-yang-bunuh-teman-sekelasnya
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2. Kasus Pembunuhan Teman Karena Ditagih Iuran 

Kas Kelas 

Kasus anak membunuh temanya karena 

dibangunkan untuk iuran kelas yang mnunggak 

pada tahun 2023, terjadi tindak pidana 

pembunuhan oleh seorang siswi umur 15 belas 

tahun kepada teman sekalasnya yang berusia 15 

Tahun. Dilansir dari detik.com, motif pelaku 

melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut 

karena dendam akibat ditagih iuran kas kelas 

yang telah menunggak selama dua belas  sebesar 

Rp. 40.000,-. Penagihan tersebut dilakukan saat 

pelaku tengah tidur dikelas. Pada kejadian 

pembunuhan tersebut, pelaku tidak sendir. Ia  

dibantu temannya yang berusia 19 tahun. Awal 

mula terungkapnya kasus pembunuhan tersebut 

karena sebelumnya korban dinyatakan hilang 

sejak tanggal 15 Mei 2023 usai pamit untuk pergi 

ke pasar malam. Kedua pelaku diringkus polisi 

pada tanggal 16 juni 2023 sekitar pukul 16.00 

WIB dan polisi melakukan introgasi kepada 

pelaku sampai akhirnya pada pulul 00.30, korban 

                                                                                          
desember 2023 
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ditemukan dalam keadaan sudah membusuk 

terbungkus karung putih dibawah parit rel kereta 

api Dusun Karangnongko, Desa Mojo Ranu, 

Sooko, Mojokerto. Pelaku semapat mengambil 

motor dan handphone korban lalu handphone 

tersebut dijual seharga 1 juta, hasilnya dibagi dua 

oleh para pelaku. Tindak pidana pembunuhan ini 

dijerat Pasal 340 KUHP atau 338 KUHP jo Pasal 

80 Ayat 3 jo 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentanng perlindungan anak dan Pasal 365 

KUHP.
6
 

 

3. Seorang anak membunuh supir taksi online di 

semarang 

Diambil dari putusan Nomor 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PNSMG, pembunuhan tersebut 

terjadi pada tahun 2018. Pelakunya adalah dua 

orang remaja berusia 15 Tahun bernama Ibran 

Jaya Perkasa dan Dirgantara Yudho Hanggoro 

dan korbannya adalah seorang supir taksi online 

bernama Deni Setiawan. Penghilangan nyawa 

                                                
6https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-

6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-siswa-smp-bunuh-teman-

sekelas diakses pada tanggal 12 desember 2023 

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-siswa-smp-bunuh-teman-sekelas
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-siswa-smp-bunuh-teman-sekelas
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-siswa-smp-bunuh-teman-sekelas
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tersebut dilakukan di Jalan Cendana Selatan IV 

Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang sekitar pukul 21.00 WIB. 

Penghilangan nyawa tersebut yang dilakukan 

oleh para pelaku mengakibatkan korban  

meninggal dunia, sesuai dengan  Visum et 

Repertum Nomor: VER/02/1/2018/DOKPOL 

tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, 

Sp.KF.Msi. Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., 

M.H selaku dokter pemeriksa pada RS 

Bhayangkara, Semarang. Kesimpulan hasil 

pemeriksaan tersebut yaitu didapatkan luka 

akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada 

punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota 

gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam 

berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada 

leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh 

darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. 

Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda 

pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka 

akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada 

leher yang mengenai pembuluh darah besar leher 

bagian kanan sehingga mengakibatkan 
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pendarahan hebat. Akibat hal tersebut pelaku 

dinyatakan secara sah bersalah atas tindak pidana 

turut serta melakukan pembunuhan yang disertai 

dengan tindak pidana lain. Dalam putusan ini 

pelaku adalah Dirgantara Yudho Hanggoro, 

seorang yang turut serta melakukan tindak pidana 

pembunuhan tersebut dihukum dengan Pasal 339 

KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP pada tanggal 27 

pebruari 2018 di Pengadilan Negeri Semarang 

dengan hukuman pidana 9 sembilan tahun 

penjara. Sesuai dengan surat dakwaan jaksa 

penuntut umum. 

  Faktor yang melatar belakangi adalah 

masalah ekonomi untuk membayar spp sekolah 

sesuai yang tertera pada putusan "Bahwa 

terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut 

untuk mencari uang karena untuk membantu 

Ibran Jaya Perkasa yang belum membayar SPP 

selama 3 tiga bulan untuk perbulannya Rp 

170.000,00 seratus tujuh puluh ribu rupiah 

sehingga total sebesar Rp 510.000,00 lima ratus 

sepuluh ribu rupiah, dan alasan lainnya adalah 

mereka melakukan perbuatan tersebut semata 
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untuk merampas memiliki barang milik korban. 

Terdakwa tidak pernah ada masalah dan tidak 

saling mengenal”
7
 

4. Seorang anak membunuh temannya karena balas 

dendam  

Kasus ini terjadi pada tahun 201. Dikutip dari 

putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 

Kabanjahe, pelakunya adalah anak berusia 15 

tahun yang beranama Andika Putra Ramadhan 

tarigan. Pelaku melakukan aksi tersebut dibantu  

oleh Yospan Efendi Tarigan. Pelaku dinyatakan 

sah bersalah melakukan tindak pidana 

pembunuhan terhadap korban yang bernam 

Krisna Wahyudi dengan cara ditikam 

menggunakan pisau sesuai dengan Visum Et 

Revertum No.38/PKM/VR/UPTD/2015 tanggal 

06 Juli 2015 dari Puskesmas Tigabinanga yang 

ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring 

dokter yang memeriksa dengan kesimpulan 

bahwa telah diperiksa seorang laki-laki rambut 

                                                
7 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG 
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pendek ikal berwarna hitam memakai baju kaos 

putih dan berlumuran darah, memakai jeans 

ponggol warna coklat muda berlumuran darah 

dan tiba di Puskesmas Pukul 14.00 WIB dalam 

keadaan meninggal dunia dan penyebab 

kematian kemungkinan karena hypovolemia 

kekurangan darah. Akibat hal tersebut pelaku 

dijatuhi hukuman pemidanaan pencara selama 7 

tujuh tahun. Hakim menjatuhkan hukuman 

tersebut berdasrkan pertimbangan Pasal 340 

KUHP  jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo UU RI 

No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak dan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 19881 tentang 

Hukum acara Pidana.
8
 

Faktor yang metarbelakangi adalah karena 

Yospan Ependi Tarigan ditinju berulang kali oleh 

korban Krisna Wahyudi sehingga anak pergi 

meminjam pisau dari Boy Iskandar Sembiring 

dan kemudian menunjukkan pisau tersebut 

kepada Yospan Ependi Tarigan dan mengajaknya 

untuk membawa korban ke tempat gelap biar 

tidak dilihat orang. Disitu, kemudian ia dibunuh 

                                                
8 putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb 



86 

 

 
 

dan setelah korban dibawa oleh anak bersama 

dengan Yospan Ependi Tarigan kemudian di 

perladangan yang gelap ditikam dan ditusuk 

berkali-kali dan kemudian meninggalkan korban 

sampai kemudian korban meninggal dunia. 

Perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis 

Hakim sudah direncanakan anak bersama dengan 

Yospan Ependi Tarigan. 

  

  



87 

BAB IV  

ANALISIS  HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA 

ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

 Dari data yang penulis sebutkan, angka kasus yang 

meibatkan anak sebagai pelaku dalam indikasi anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku cukup banyak 

setiap tahunnya. Kasus pembunuhan dengan anak sebagai 

pelaku yang penulis sebutkan merupakan angka yang cukup 

banyak. Sesuai dengan data yang penulis lampirkan tersebut 

maka penulis melakukan analisis berdasarkan hukum positif 

dan hukum pidana Islam sebagai berikut 

A. Analasis Hukum Posif Terhadap Kasus Pembunuhan 

yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur 

Delik pembunuhan merupakan sesuatu yang 

bertentangan dengan perundang-undangan. Pelaku 

pembunuhan merupakan seseorang yang melakukan 

perlawanan dan pelanggaran terhadap perundang-

undangan yang berlaku. Karena perbuatan tersebut 

berakibat hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana 

pembunuhan dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dengan ketentuan-ketentuan pidana 
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tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang lain 

terdapat pada KUHP  buku ke II bab xix yang terdiri dari 

13 Pasal dan diawali dari Pasal 338 yang berbunyi: 

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun”
1
 

Pada kasusputusan6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG  

pelaku dihukum dengan Pasal 339 KUHP  yang 

berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, 

yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 

pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya 

secara melawan hukum”. 

Klsifikasi tindak pidana pembunuhan lainya 

menurut UU no. 1 Tahun 2013 tentang  Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 459 sampai 

dengan 462. Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan 

dengan rencana sendiri terdapat pada Pasal 459 UU no. 1 

Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi: “Setiap 

Orang yang dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diPidana karena 

pembunuhan berencana, dengan Pidana mati atau 

                                                
1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338 
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Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara 

paling lama 20 dua puluh tahun.”
2
 

Sama halnya dengan yag tercantum dalam Pasal 340 

KUHP yang dijatuhkan pada salah satu contoh kasus yag 

penulis sebutkan pada putusan 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN 

Kjb yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan 

rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, 

diancam, karena pembunuhan dengan rencana moord, 

dengan pidana mati atau pidana penjara yang seumur 

hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

Tahun.” Rumusan delik pada Pasal-Pasal pembunuhan 

berencana tersebut terdapat tiga unsur yang memenuhi 

yaitu unsur barangsiapa, dengan sengaja membuat 

rencana terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain.  

Delik dalam rumusan ini merupakan delik khusus dari 

Pasal sebelumnya yaitu pada Pasal 338 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.
3
 Melihat dari ancaman pidana 

pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada 

pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP 

bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana 

paling berat, yaitu pidana mati, yang menjadi dasar 

                                                
2 Ibid, Pasal 459 
3 S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya Undang-

undang Pidana, (Jakarta: Alumni AHM. PT. HM. 1983), 489. 
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beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan 

terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, 

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga. dapat 

dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh Tahun. 

Korban merupakan teman pelaku dengan kisaran 

usia yang sama yaitu anak dibawah umur. Hukuman bagi 

pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak di 

bawah umur yang menjelaskan sanksi dan ketentuan 

lainnya tentang pemidanaan kasus pembuuhan dengann 

anak sebagai korban  terdapat pada BAB XII Ketentuan 

Pidana Pasal 80 ayat (3) UU  Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Sistem Perlindungan  Anak yang berbunyi 

:“Dalam hal anak sebagai yang dimaksuddalam ayat (2) 

mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda palung banyak 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
4
 

Rata-rata, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur tersebut memang sengaja 

dilakukan, lantaran adanya rasa sakit hati atau rasa ingin 

membalas dendam akibat apa yang korban lakukan 

                                                
4 UU nomor 23 tahun 2002 tentang sistem Perlindungan  Anak, Pasla 80 

ayat (3) 
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kepada pelaku. Dari beberapa kasus yang penulis 

sebutkan memang terdapat unsur disengaja dan 

direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan dengan 

sengaja sama halnya dilakukan dengan rencana terlebih 

dahulu sesuai dengan penjabaran pada Pasal 340 KUHP. 

Maka unsur yang terdapat dalam Pasal 340 terdiri dari 

adanya unsur barang siapa, dengan sengaja, dan 

merampas nyawa orang lain.  

Kesengajaan dalam hal ini disebut dengan opzet. 

KUHP sendiri tidak menafsirkan kesengajaan itu seperti 

apa, akan tetapi menurut doktrin inti dari sengaja tersebut 

merupakan kehendak dari seseorang. Kehendak yang 

dimaksud merupakan dari perbuatan itu sendiri tetapi 

juga bisa merujuk pada akibat suatu perbuatan.
5
 

Kehendak dari seseorang merupakan hasil suatu proses 

psychis yang sedang berlangsung. Biasanya hal tersebut 

dimulai dengan adanya motif yang timbul dalam kasus 

pembunuhan dan biasanya rasa balas dendam.
6
  

 Penulis menyebutkan bahwasanya pelaku kasus 

pembunuhan dilakukan oleh anak berusia 15 Tahun. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP 

                                                
5 Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, Hukum pidana, (Malang: Setara 

Press, Cetakan Kedua, 2016),222 
6 Ibid,  224 
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menyebutkan bahwasanya sebelum umur 16 Tahun 

dikategorekina sebagai porang yang belum cukup umur. 

Dalam sistem peradilan anak anak dikategorikan berusia 

minimal 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Pada 

undang-undang  ini usia anak memang dispesifikasikan 

karena undang-undang ini memang berfokus pada anak, 

lebih tepatnya anak yang berhadapan dengan hukum. 

Anak berhadapan dengan hukum dikategorikan 

dalam sistem peradilan anak pada Pasal 1 butir 2 UU No. 

11 Tahun 2012 menyebutkan “anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 

dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”. Dapat 

dilihat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 

merupakan anak-anak yang melakukan penyimpangan 

dan pelanggaran terhadap undang-undang. Pasal 

pemidanaan anak yang lain terdapat pada bagian kedua 

tentang pidana Pasal 71 hingga Pasal 81 UU  Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 

71 berbunyi : 

1) Pidana poko bagi anak terdiri atas: 

a. Pidana peringatan 

b. Pidana dengan syarakt : 

1) Pembinaan di luar lembaga; 
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2) Pelayanan masyarakkat; atau  

3) Pengawasan  

c. Pelatihan kerja 

d. Pembinaan dalam lembaga 

e. Penjara 

2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari 

tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat 

3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana 

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda 

diganti dengan pelatihan kerja 

4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang 

melanggar harkat dan martabat anak 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata 

cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud 

pada Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.
7
 

Pidana penjara yang disebutkan merupakan 

pemidanaan yang berbeda dengan yang dijatuhkan 

kepada orang dewasa. Penjatuhan hukuman yang hakim 

berikan tidak sampai batas minimum yang terdapat pada 

                                                
7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 71 
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Pasal tindak pidana pembunuhan, karena usia anak dalam 

hal ini menjadi pertimbangan hakim harus sesuai dengan 

Undang-undang Perlindungan Anak. Kategori tindak 

pidana pembunuhan masuk dalam tindak pidana berat 

atau tindak pidana disertai dengan kekerasan di mana 

pemidanaan kebebasan tersebut paling lama ½ satu 

perdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan 

terhadap orang dewasa. Sedangkan pada penjatuhan 

hukuman penjara bagi tindak pidana berat dengan 

pemidanaan hukuman mati atau penjara seumur hidup, 

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 

10 sepuluh tahun. Dalam hal ini anak yang dijatuhi 

hukuman penjara, berhak mengajukan upaya hukum 

banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.
8
 Maka dari 

itu, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan 

yang meruoakan tindak pidana yang berat tidak dihukum 

lebih dari 10 tahun penjara. Ketentuan tersebut 

dituangkan dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: 

                                                
8 Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, 

Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020,  58 
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1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila 

keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan 

masyarakat. 

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

paling lama 1/2 satu perdua dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa. 

3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak 

berumur 18 delapan belas tahun. 

4. Anak yang telah menjalani 1/2 satu perdua dari 

lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik 

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 

5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan 

sebagai upaya terakhir. 

6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup. pidana yang dijatuhkan 

adalah pidana penjara paling lama 10 sepuluh tahun.
9
 

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki 

pendapat yang berbeda mengenai penjatuhan hukuman 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Pemidanaan anak ini juga menjadi acuan hukuman yang 

didapat anak tersebut, tetapi acuan ini jarang dipakai 

dalam proses peradilan. Dalam KUHP, anak belum umur 

16 tahun telah ditetapkan penjatuhan pidananya pada 

pasal 47 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi: 

                                                
9 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 

80 
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1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum 

pidana pokok perbuatan pidananya dikurangi satu 

pertiga 

2) Jika perbuatannya merupakan kejahatan yang 

diancam pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 

lima belas tahun.
10

 

 Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur tidak bisa disamakan dengan 

kenakalan anak. Kenakalan anak memiliki istilah lain 

yaitu juvenile delinquenc. Juvenile berati anak-anak, 

anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat 

yang muncul pada saat masa remaja. Sedangkan 

deliquency berarti mengabaikan atau terabaikan.
11

 

Tedapat juga artian bahwa dilequen act  merupakan 

pelanggaran terhadap norma dasar yang ada di 

masyarakkat dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 

sekelompok anak-anak, karena hal tersebut dilakukan 

oleh anak-anak, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut 

adalah  dilequency. Tetapi dalam kasus pembunuhan, 

perilaku kenakalan anak ini bisa dibilang menyimpang, 

                                                
10

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Padal 47 ayat (1) dan (2) 
11 Ibid,13 
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karena anak tetaplah seorang yang mengalami masa 

pertumbuhan secara fisik, mental, psikis dan sosial.
12

 

 Ketentuan hukum pidana anak menyangkut 

segala aktivitas mulai dari pemeriksaan dan pemutusan 

perkara dalam kasus yang berhubungan dengan 

kepentingan anak. Proses campur tangan penanganan 

hukum atau peradilan dapat menanggulangi keadaan 

seperti krimalisasi anak, pelantaran anak, dan 

eksploilitasi terhadap anak. Ketentuan hukum anak ini 

dicantumkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1998 

tentang peradilan anak yang kemudian diganti dengan  

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang yang 

mengatur peradilan anak juga memiliki sistem 

perlindungan khusus yang didasarkan pada peran dan 

tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya yang 

bekewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak. Perlakuan khusus pada anak ini 

diberlakukan agar dapat melindungi anak dari tindakan-

tindakan yang dapat merusak mental maupun jasmani 

selama proses peradilan anak. Maka dari itu proses 

peradilan anak harus terpisah dari orang dewasa dan 

                                                
12 Mansur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011),186 
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menurut Pasal 19 Ayat 1 Undang- Undang Peradilan 

Pidana Anak menyebutkan bahwasanya identitas anak. 

Anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan 

dalam pemberitaan di media cetak ataupun di elektronik. 

Hal tersebut merupakan salah satu contoh perlindungan 

hukum yang didapatkan anak yang berhadapan dengan 

hukum.
13

  

  Tujuan dari adanya proses peradilan anak 

tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi anak 

yang bermasalah atau bisa dibilang anak yang 

berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib 

didapatkan anak sebagai jaminan perlindungan atas rasa 

aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan 

jiwanya.
14

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di bawah 

Umur 

 Islam melarang seseorang berbuat keji, 

apalagi perbuatan yang dilarang oleh syarak atau bisa 

                                                
13 Abintoro Prakoso, pembaharuan sistem peradilan pidana anak, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016),23-24 
14 Harun, Muhammad dan Wati‟ Briliyan Erna, Hukum Pidana 

Anak,(Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa,2021),  44 
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disebut jarimah dan pembunuhan merupakan salah satu 

larangan perbuatan yang merugikan tersebut dan 

menghilangkan nyawa orang lain. Dalam penelitian ini, 

pelaku penghilagan nyawa atau tindak pidana 

pembunuhan adalah anak dibawah umur. Hukum Islam 

cenderung tidak melihat dari usia melainkan seseorang 

itu sudah memasuki usia balig. Balig merupakan tolak 

ukur yang digunakan untuk menentukan awal seseorang 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat 

Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dalam hal 

ini, bisa dikatakan bahwasanya balig merupakan suatu 

penentu lain bahwa anak tersebut telah berakal. Seorang 

anak yang menunjukan balig atau belum balig didasarkan 

pada tanda-tanda tertentu, karena hal ini terkait dengan 

pelaksanaan syariat, maka seseorang dikategorikan balig, 

untuk laki-laki ketika sudah mimpi basah dan untuk 

wanita apabila sudah haid. Bisa disebut juga mukallaf, 

seseorang laki-laki dan wanita muslim yang sudah 

berakal dan balig.
15

 Mazhab Imam Syafi‟i 

mengungkapkan, apabila seorang anak yang telah 

berumur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan 

                                                
15 Nandang Sambas,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen 

Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, cetakan pertama 2013),8 
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kecuali laki-laki yang belum ikhtilaf atau perempuan 

yang belum haid sebelum mencapi umur 15 belas tahun 

sudah dapat dikatakan segabai dewasa.
16

Contoh kasus 

yang penulis sebutkan, rata-rata berumur 15 tahun. 

Apabila diambil dari pendapat Imam Syafi‟i anak 

tersebut sudah dikatakan dewasa. 

 Hukuman yang dijaruhkan sesuai dengan hukuman 

seorang mukallaf. Pembunuhan tersebut juga dilakukan 

dengan sengaja. Dalam hukum pidana Islam, klasifikasi 

pembunuhan sengaja berarti qatl al-amd, yaitu 

penghilangan nyawa yang dilakukan sengaja karena 

adanya permusuhan dengan orang lain menggunakan alat 

yang dapat mematikan, melukai atau dengan benda-

benda yang berat. Pembunuhan tersebut dilakukan secara 

lagsung atau tidak langsung seperti akibat dari suatu 

perbuatan. Alat yang digunakan bisa berupa kayu 

besar,batang besi, pedang, atau pisau dan bisa juga 

suntikan pada oragan tubuh yang berakibat akan 

bengkaknya dan sakit seara terus menerus atau 

memotong organ tubuh seseorang hingga orang tersebut 

meninggal akibat kehabisan darah.  

                                                
16 Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dan Hukum 

Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),10 



101 

 

 
 

 Unsur pembunuhan yang dilakukan dengan 

sengaja memiliki unsur antara lain: 

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup 

2. Kematian adalah hasil perbuatan pelaku 

3. Pelaku tersebut menghendaki kematian tersebut
17

 

 

 Sanksi tindak pidana pembunuhan yang 

dilakukan secara sengaja adalah qisāṣ, sesuai yang tertera 

dalam Al-Qur‟an dan Ḥadīs. Hukuman tersebut telah 

disepakati para ulama, khususnya ulama Hanafiyah yang 

berpendapat bahwasanya hukuman bagi pembunuh 

adalah qisāṣ. Ulama Safi‟iyah memberi pendapat 

bahwasanya selain qisāṣ  ada tambahan hukuman juga 

yaitu pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarat. 

Hukuman penggantinya yang lain adalah diāt dan ta‟zīr 

dan ada pula tambahan penghapusan hak waris dan hak 

wasiat pada pelaku tindak pidana pembunuhan.
18

 Hal ini 

disampaikan dalam: 

a. Surat Al-Ma‟idah 5 Ayat 45 

                                                
17 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005),140 
18 Ibid,148 
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فْسّ  فْسَ ةّالنَّ نَّ النَّ
َ
يْىّمْ فّيْىَا  ا

َ
تَتْنَا عَل

َ
وكَ

نْ 
َ
ا
ْ
نْفَ ةّال

َ
ا
ْ
ػَيْنّ وَال

ْ
ػَيْنَ ةّال

ْ
ذِنَ وَال

ِ
ا
ْ
فّ وَال

جرِِوحَْ كّصُاصٌِّۗ 
ْ
ِّۙ وَال ّ

ن  نَّ ةّالس ّ ذِنّ وَالس ّ
ِ
ا
ْ
ةّال

مْ 
َّ
هٗ ِّۗوَمَنْ ل

َّ
ارَةٌ ل فَّ

َ
قَ ةّهٖ فَىِيَ ك فَمَنْ حَصُدَّ

كَ وِمِ  ٰۤىِٕ ول
ِ
ِ فَا  اللّٰه

َ
نْزَل

َ
مْ ةّمَا  ا

ِ
ك يَحْ

لّمِيْنَ    ٤٥الظه
 "Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israil di 

dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, 

mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada 

kisasnya balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak 

kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa 

yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan 

yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang 

zalim." Al-Mā'idah [5] Ayat 45 

b. ¦ad³s Ibn Abbas 

ِْصْ:ْوَعَهِْاب هِْعَبَّاسٍْرضْقَالَْ  لُْاللََّّ قَالَْرَسُى 

داًْفَهُىَْقىََْ:ْم ْقَتلََْعَم  دٌْ...ْأخرجوْأبىْداودْ...ْوَمَه 

 النسائيْوابهْماجوْبإسنادْقىي
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 “Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda 

Rasulullah saw: "... dan barang siapa dibunuh dengan 

sengaja maka ia berhak untuk menuntut qishash....." HR. 

Abu Dawud An-Nasa'i dan Ibn Majah dengan sanad yang 

kuat
19

 

 

Hukuman yang dilimpahkan kepada pelaku 

merupakan tindakan yang sama yang dilakukan kepada 

korban yaitu penghilangan nyawa. Nyawa pelaku harus 

direnggut persis seperti dia merenggut nyawa korbannya. 

Tetapi, prosesnya tidak harus sama persis seperti dia 

menghilangkan nyawa korbannya.
20

  Apabila pelaku 

merupakan anak dibawah umur, qisāṣ tidak bisa dilakan 

begitu juga dengan orang gila. Hal tersebut tertera pada 

syarat-syarat qisāṣ sebagai pelaku pembunuhan yang 

terdiri dari: Pertama, pelaku merupakan seorang mukallaf 

yaitu yang sudah baliq dan berakal. Kedua, pelaku 

melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ketiga, pelaku 

pembunuh harus orang yang mempunyai kebebasan.
21

 

Qisāṣ merupakan ketentuan Allah berkenaan dengan 

pembunuhan sengaja yang dilakukan pelaku. Namun, 

hukuman qisāṣ berlaku juga bukan untuk kasus 

                                                
19 Ibid,151 
20 A.Rahman , Hudud dan Kewarisan, Terj. Zaimuddin dan Rusydi 

Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996),27. 
21 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..,151-152 
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pembunuhan secara sengaja saja, tertapi bila diteliti lebih 

mendalam hukuman qisāṣ dapat juga digunakan bagi 

pelaku penganiyaan.
22

 Selain hukuman qisāṣ  terdapat 

pula hukuman diāt apabila hukuman poko tidak bisa 

dilaksanakan karena sebab yang di benarkan oleh syarak. 

Hukuman penggantinya adalah membayar diāt untuk 

qisāṣ dan puasa untuk kafarat, kafarat disini merupakan 

salah satu hukuman pokok lainnya.  Pemberian sanksi 

diāt dalam hukum pidana islam hanya bisa dilakukan 

apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Maka pelaku 

wajib membayar diāt kepada keluarga korban. 

Memaafkan disini sama halnya dengan pengampunan. 

Dalam data yang penulis sebutkan tidak tedapat 

keterangan bahwasanya keluarga korban memaafkan 

pelaku pembunuhan.  

Hukuman diāt telah ditentukan kadarnya atau 

terdapat batas rendah dan tingginya, teatapi tetap menjadi 

haknya korban atau wali korban. Penerapan hukuman diāt  

ini memiliki beberapa kemungkinan di mana diawal 

hukuman nya adalah qisāṣ bisa berubah menjadi diāt dan 

yang mulanya hukuman diāt lalu termaafkan maka 

                                                
22 Mardani. Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Kencana, 2019),  11 
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hukuman tersebut akan dihapuskan.
23

 Diāt dikategorikan 

menjadi dua yaitu : 

a. Diāt mughallazah yaitu hukuman dengan membayar 

seratus ekor unta, yakni 30 ekor betina umur tiga tahun 

masuk tahun keempat hiqqah, 30 ekor unta betina umur 

empat tahun masuk tahun ke lima jaza'ah dan 40 ekor 

unta yang sedang bunting khalafah. Terdapat pula dalam 

diāt mughallazah apabila telah dimaafkan, sebagai ganti 

rugi hukuman qisas terhadap pembunuhan sengaja, wajib 

dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. 

b. Diāt mukhaffafah yaitu hukuman dengan membayar 

banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima 

yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 

ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga, 20 

ekor unta jantan umur dua tahun, 20 hiqqah dan 20 

jaza'ah.
24

 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis 

hukuman untuk pelaku anak dihukum dengan hukuman 

penjara atau bisa dibilang sama dengan hukuman ta‟zīr. 

                                                
23 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Teras, 2009),13 
24 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1. (Semarang: Karya Abadi 

Jaya, 2015),  141 
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Ta‟zīr ini sebagai pengganti hukuman kedua untuk 

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Hukum 

pidana Islam tidak membatasi adanya penjatuhan sanksi 

terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan yang 

merugikan. Lebih tepatnya tidak membatasi adanya 

penjatuhan sanksi-sanksi pendisiplinan terhadap anak. 

Untuk menetapkan hukum kepada anak harus diserahkan 

kepada waliyul-amr pemerintah atau hakim untuk 

memutuskannya. Hakim diberi kebebasan untuk memilih 

mana yang lebih maslahat setelah dipertimbangkan dari 

berbagai aspek.
25

 

 

 

 

  

                                                
25 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..,172 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis 

sebutkan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan analisis hukum positif terhadap tindak 

pidana pembunuhan ini dilakukan oleh anak, 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwasanya 

sebelum umur 16 Tahun dikategorekina sebagai 

porang yang belum cukup umur. Penjatuhan 

hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak 

pidana pembunuhan apalagi pembunuhan sengaja 

seperti data yang penulis ambil, menurut Pasal 

459 UU no. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang 

berbunyi: “Setiap orang yang dengan rencana 

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 

dipidana karena pembunuhan berencana, dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh 

tahun”. Tetapi karena pelakunya adalah anak 
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dibawah umur maka, menurut Pasal 81 Ayat 3 

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pidana 

penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

paling lama 1/2 satu perdua dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. 

Penjatuhan hukuman dari data penelitian yang 

penulis sebutkan sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam undang-undang. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak 

pidana pembunuhan ini dilakukan oleh anak 

menjelaskan bahwasanya, hanya seorang mukallaf 

yang bisa dihukum. Pada penelitian ini pelaku 

merupakan anak berusia 15 tahun yang mana, 

menurut Mazhab Imam Syafi‟i apabila seorang 

anak yang telah berumur 15 tahun baik laki-laki 

maupun perempuan kecuali laki-laki yang belum 

ikhtilaf atau perempuan yang belum haid sebelum 

mencapi umur 15 tahun sudah dapat dikatakan 

segabai dewasa atau Mukallaf. Pembunuhan 

tersebut juga dilakukan dengan sengaja, dalam 

hukum pidana Islam klasifikasi pembunuhan 

sengaja berarti qatl al-amd. Hukuman yang 
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dijatuhkan menurut Ulama Hanafiyah adalah 

qisāṣ.Ulama Safi‟iyah memberi pendapat 

bahwasanya selain qisāṣ ada tambahan hukuman 

juga yaitu pelaku pembunuhan juga wajib 

membayar kifarat dengan berpuasa. Hukuman 

penggantinya yang lain adalah diāt dan ta‟zīr dan 

ada pula tambahan penghapusan hak waris dan 

hak wasiat pada pelaku tindak pidana 

pembunuhan. Hukuman untuk pelaku 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam 

penelitian ini dihukum dengan hukuman penjara 

atau bisa dibilang sama dengan hukuman ta‟zīr 

yang diserahkan kepada hakim besesuaian. Tetapi 

dalam hukum pidana Islam, pelaku wajib 

membayar diāt kepada keluarga korban apabila 

keluarga korban telah memaafkan pelaku.  

B. Saran 

Untuk para penegak hukum diharapkan dapat 

memberikan keadilan yang seadil adilnya tanpa ada 

yang merasa terugikan atau terjadinya ketimpangan 

hukum kepada korban, keluarga korban, maupun 

pelaku. Seperti halnya pembunuhan yang dilakukan 
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oleh anak di bawah umur terkadang kerap menjadi 

pertanyaan lantaran hukuman yang harus dijatuhkan 

kepada anak harus memenuhi rasa keadilan bagi 

korban yang ditinggalkan maka dari itu pemerintah 

dan penegak hukum seharusnya membuat peraturan 

yang lebih jelas agar tidak menjadi permasalah di 

masyarakat.  
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